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“Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan
yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia : semua yang disediakan Allah untuk
mereka yang mengasihi Dia”.

(I Korintus2:9)

Alkitab, 1999, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta.
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Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
mewajibkan pihak bank untuk mempunyai keyakinan atas anahisa yang dilakukannya
terhadap itikad, kemampuan dan Kesanggupan nasabah  debitur untuk
mengembalikan pinjaman vang diberikan serta wajib untuk menerapkan pedoman
perkreditan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Risiko dalam pemberian kredit dapat dikurangi dengan adanya jaminan
kredit yang dapat dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang (kredit) debitur,
Apabila debitur wanprestasi dan lalai dalam pelunasan Kredit maka kreditur (Bank)
dapat menvita dan melelang benda jaminan tersebut.

Perjanjian jaminan kredit merupakan perjanjian tambahan atau  bersifat
accesoir terhadap perjanjian pokoknva. yaitu perjanjian kredit. Perjanjian jaminan
kredit ini salah satunya adalah dalam bentuk credietverband (sekarang Hak
Tanggungan). Credietverband adalah hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak
vang memberikan wewenang kepada yang berhak untuk mengambil penggantian dari
henda-benda jaminan guna melunasi hutang akibat kredit macet.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui keabsahan Bank
scbagai' Peldwan dan keabsahan pembebanan jaminan kreditnya serta faktor yang
menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Metode yang digunakan adalah metode
vuridis normatil, yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan ketentuan yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada pada bahan pustaka dan
analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Perlawanan pihak ketiga vang dilakukan oleh Bank adalah terhadap benda
jaminan yang telah dijadikan sebagai jaminan kredit tetapi di kemudian hari benda
jaminan tersebut ternyata berada di bawah penguasaan orang lain vang telah

dikuatkan oleh putusan Pengadilan vang ditkuti dengan penctapan eksekusinya.

X1
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sebagai tiidakan thukui terhadap pihak yang kalah. dalam suaty, perkara yang juga
merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses hukum acara perdata.

Perlawanan pihak ketiga ini dilakukan Bank karena kepentingannya telah
dirugikan oleh para pihak lain yang bersen gketa yang sebenarnya Bank tersebut tidak
mempunyai  keterkaitan dengan permasalahan  atau sengketa para pihak lain
tersebut. Perlawanan ini ditujukan terhadap suatu putusan pengadilan dan penetapan
cksekusinya yang ternyata obyek cksekusi adalah benda yang telah dijadikan sebagai
jaminan kredit kepada kreditur (Bank). Keabsahan pembebanan jaminan kredit
secara creditverband (sekarang Hak Tanggungan) merupakan permasalahan yang
ditulis karena hal ini menentukan kedudukan pihak kreditur sebagai pihak yang
didahulukan daripada pihak lain. Faktor yang menyebabkan gugatan tidak dapat
diterima karena subyek gugatan tidak lengkap.

Bank sebagai pihak Pelawan yang sah, pembebanan jaminan kreditnya juga
telah memenuhi peraturan yang berlaku dan faktor yang menyebabkan gugatan tidak
diterima karena subyek gugatannya tidak lengkap. Oleh karena itu dalam memberikan
kredit Bank wajib untuk mengawasi pemberian kredit dan menerapkan asas

perkreditan yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

X1
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1.1. Latar Belakang

Bank scbagai penyalur kredit kepada masyarakat tentunya mengharapkan
suatu keuntungan atas pinjaman  vang diberikan kepada masyarakat dengan diserta
bunga scbagai imbalan atas pinjaman  yang telah diberikannya. Bank dalam
melakukan penyaluran kredit itu diharuskan untuk mengetahui kemampuan debitur
baik secara finansial ataupun personal agar kreditnya dapat kembali sesuai dengan
waktu yang telah disepakati.

Adapun untuk mengetahui kemampuan debitur secara finansial dan personal
adalah berdasarkan analisa pemberian kredit yang dikenal dengan “The Five C’s of
Credit Analysis”, yaitu :

1. Character

Calon debitur harus mempunyai kepribadian, tanggung jawab dan kejujuran
untuk memenuhi kewajibannya dengan baik sehubungan pengembalian kredit
yang diberikan oleh bank.
2. Capacity
Capacity adalah kemampuan calon  debitur dalam mengembangkan dan
mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas
kredit yang diberikan.
Capital

L

Capital adalah modal usaha dari calon debitur yang telah ada atau telah tersedia
sebelum mendapatkan fasilitas kredit.
4. Collateral

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Adanya

jaminan memberikan kepastian kepada bank bahwa kredit yang diberikan dapat

diterima kembali pada saat yang telah ditentukan.
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ondisi—ckonomi tidak saja mel ut scktor usaha calo ltur tuapl juga
keadaan ekonomi secara umum di mana perusahaan calon debitur itu berada,
misalnya keadaan persaingan di lingkungan usaha calon debitur (Mgs.Edy Putra
Tje’Aman,1989:12-15).

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang- Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
mewajibkan bank mempunyai keyakinan atas itikad, kemampuan dan kesanggupan
nasabah debitur dalam mengembalikan pinjamannya; juga wajib menerapkan
pedoman perkreditan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah benda jaminan yang telah
dijaminkan kepada bank: namun ternyata di kemudian hari terjadi eksekusi terhadap
benda jaminan tersebut yang dimohonkan oleh pihak lain yang melibatkan suami
nasabah debitur yang menjaminkan benda jaminan tersebut kepada bank namun pihak
lain tersebut  tidak mempunyai keterkaitan dengan bank. Adapun pembebanan
jaminan kreditnya dilakukan sebelum adanya sengketa antar pihak lain itu dengan
suami nasabah debitur bank.

Hukum memberikan kesempatan kepada seseorang atau badan hukum  vang
sebenarnya tidak mempunyai permasalahan atau sengketa dengan orang atau badan
hukum lain- tetapi kepentingannya dirugikan untuk melakukan suatu upaya hukum
untuk dapat melindungi kepentingannya. Oleh karena itu dalam bidang hukum
dikenal adanya perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Perlawanan vang
diajukan adalah terhadap putusan yang telah merugikan pihak bank, yaitu putusan
yang menetapkan eksekusi terhadap benda jaminan vang telah diikat dengan
credietverband.

Dalam hal ini dilakukan suatu analisa atas suatu kasus disertai dengan
penelitian dengan pihak vang mengajukan perlawanan pihak ketiga yang bersedia
dengan diangkatnya permasalahannya ke dalam suatu pembahasan skripsi dengan

discrtai syarat agar scmua nama yang bersengketa disamarkan. Olch karena 1tu dalam
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penulisan skBipsi jing halibipy g @ad§epiia pihak: yang bersengketa disamar kan atau
berbeda dengan keadaan yang sebenarnya namun mengenai duduk perkara tidak
mengalami perubahan. Adapun judul penulisan skripsi ini adalah "Perlawanan
Pihak Ketiga Terhadap Fksekusi Lelang Benda Jaminan Kredit Bank ( Studi
putusan perkara Nomor 133/Pdt.PIw/1999/Pn.Jr)”.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini adalah pada bidang hukum
perdata yang secara khusus membahas mengenai perbankan dikaitkan dengan hukum
acara perdata yang mengatur tentang perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi

lelang benda yang dijadikan jaminan kredit kepada Bank.

1.3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka ada beberapa permasalahan
yang dibahas, yaitu mengenai :
| Bagaimanakah keabsahan pembebanan credietverband dan akibat hukumnya ?

2. Bagaimanakah keabsahan Bank sebagai pihak yang melakukan perlawanan pihak

ketiga terhadap eksekusi lelang benda jaminan kredit ?

wo

Faktor apa yang menyebabkan gugatan perlawanan oleh Bank tidak dapat

diterima ?

1.4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan, yaitu :
1.4.1. Tuyjuan Umum

Merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu guna memenuhi dan
melengkapi sebagian dari syarat-syaral untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember.
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1.4.2. Tujdan|Khosg

Tujuan khusus adalah tujuan yang berkaitan dengan obyek penulisan skripsi,
yaitu :
1. Untuk mengkaji dan menganalisa keabsahan pembebanan credietverband dan

akibat hukumnya.

1

Untuk mengkaji dan menganalisa  keabsahan Bank sebagar pithak yang
melakukan perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi lelang benda jaminan

kredit.

)

Untuk mengkaji dan menganalisa faktor yang menyebabkan gugatan perlawanan

oleh Bank tidak dapat diterima.

1.5. Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan faktor penting dalam penulisan karya ilmiah
dan digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji
kebenaran  serta untuk  menjalankan prosedur  yang benar dan dapat
dipertangunggjawabkan secara ilmiah.
1.5.1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan pendekatan masalah  digunakan metode yuridis normatif.
Metode  yuridis normatif’ adalah  pendekatan masalah  dengan menggunakan
ketentuan  vang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada pada bahan

pustaka atau data sekunder.

1.5.2. Sumber Data
Sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah :
1.5.2.1. Sumber Data Primer
Adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan yang berupa hasil

wawancara dengan kuasa hukum pihak Bank.
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1.5.2.2. Sumtié i@ SeR @ dsr
Adalah data yang diperoleh dari hasil membaca literatur, karya ilmiah,

peraturan perundang-undangan dan artikel yang berkaitan dengan skripsi ini.

1.5.3. Mectode Pengumpulan Data
1.5.3.1. Studi Literatur

Pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan  studi literatur,
yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan artikel yang
berkaitan dengan skripsi ini.
[.5.3.2. Wawancara

Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan pihak kuasa hukum
Bank dengan cara melakukan tanya jawab —mengenai hal yan berkaitan dengan

permasalahan yang dibahas.

1.5.4. Analisa Data

Data-data vang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif
kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran suatu permasalahan  yang
tidak didasarkan atas angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan
perundang-undangan  yang berlaku  dan berkaitan dengan permasalahan yang
dibahas. Agar diperolch hasil analisa data yang baik maka digunakan metode berpikir
deduktif. yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat
umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Dapat diartikan sebagal suatu
pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju

permasalahan yang bersifat khusus (Roni Hanitijo Soemitro,1990:98).
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- TAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

DightdMREPEENL Y U RErsitas Jember
2.1. Fakta

Adanya perlawanan pihak ketiga vang dilakukan oleh bank sebagai pihak
pemegang jaminan credietverband  yang sah atas tanah  dan bangunan milik
nasabahnya namun tanah dan bangunan tersebut di kemudian hari ternyata dikuasai
oleh pihak lain vang diputuskan dalam putusan Nomor 133/Pdt.PIw/1999/PN.IR di
mana pihak Pelawan adalah BR1. Adapun faktanya sebagai berikut :

BRI memberikan fasilitas kredit kepada Intan Wardini dan telah terjadi
hubungan utang piutang di mana sebagai agunan kredit tersebut Intan telah
menyatakan jaminan kredit kepada Pelawan berupa tanah dan bangunan atau toko
atas nama Intan Wardini dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 168 Desa Klompangan,
Kecamatan Jenggawah, Jember. Terhadap tanah berikut bangunan milik Intan
tersebut telah diikat dengan Sertifikat Credietverband Nomor 41/1993 tanggal 30 Juni
1993.

Namun ternyata di kemudian hari terjadi sengketa antara Suherman atau
suami dari nasabah (Intan) dengan pihak lain, vaitu Handoko dan Aria hingga
menjadi - sengketa  perdata i pengadilan - dalam perkara perdata nomor
31/PDT.G/1995/PNLIR. Adapun perkara tersebut dimenangkan oleh Handoko dan
Aria- Dharma berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor
31/PDL.G/1995/PN.JR tanggal 29 Agustus 1995 dan penetapan eksekusinya
bernomor: 25/Pdt.Ex/1999/Pn.Jr tanggal 02 Oktober 1999, diperintahkan kepada
panitera Pengadilan Negeri Jember untuk melakukan pensitaan jaminan  atas tanah
beserta segala sesuatunya yang berada di atasnya. Perlu diketahui bahwa tanah dan
bangunan vang telah disita tersebut sebenarnya telah diserahkan Suherman jauh hari
( tanggal 17 November 1988 )‘schclum adanya permohonan sita oleh Handoko dan
Aria Dharma.

Dimenangkannya gugatan Nomor 31/Pdt.G/1995/Pn.Jr oleh Handoko dan

Aria Dharma dan penetapan Ketua PN Jember untuk melakukan eksekusi terhadap
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anah o P TS LTI R S o
dan Aria Dharma merupakan permasalahan intern antara para pihak yang bersengketa
schingga tidak relevan dan tidak layak membawa kerugian kepada Bank sebagai
pihak ketiga di luar perkara atau permasalahan yang mempunyai kepentingan atas
tanah dan bangunan tersebut.

BRI kemudian mengajukan gugat perlawanan pihak ketiga (derden verzet) di
Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor 133/PdtPIw/1999/Pn.lr atas putusan

Nomor 31/Pdt.G/1995/Pn.Jr dan Nomor 25/Pdt.Ex/1999/Pn.Jr

2.2. Dasar Hukum
Pasal-pasal yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pembahasan skripsi
ini adalah :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama pasal
a. Pasal 1313 KUHPer tentang perjanjian yang berbunyi :
“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu lain atau lebih™.
b. Pasal 1320 KUHPer tentang sahnya perjanjian yang berbunyi

untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperfukan empat syarat :
|. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu;

. suatu scbab vang halal.

B

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
a. Pasal 1 angka 2 tentang pengertian bank:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak.
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b.

C.

Pasdl) angka | e ptang penggstian Kradit,

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi’
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

pasal 8 tentang analisa bank dalam memberikan kredit :

(1) dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,

Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur
untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud
sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-

Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

a.

C.

pasal 1 angka 1 tentang pengertian Hak Tanggungan :

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan
tanah, yang sclanjutnya disebut 1lak Tanggungan, adalah hak jaminan yang
dibebankan pada hak atas tanah scbagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,
berikut atau lidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan
dengan tanah itu. untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan
kedudukan vang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-
kreditur lain.

. Pasal 4 ayat (1) :

Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah :
Hak Milik:

Hak Guna Usaha;

Hak Guna Bangunan.

W P =

Pasal 4 ayat (2)
Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Pakai atas
tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut

sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan.
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d. Py cfieaet (RepositorgldUniversitas Jember

Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak
Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan di
dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian hutang-piutang
yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang
tersebut.

4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Pembebanan Dan
Pendaftaran Hypotheek Dan Credictverband.
a. Pasal 1:

Tanah-tanah hak milik, hak guna banguna dan hak guna usaha, vang telah
dibukukan dalam daftar buku tanah menurut ketentuan-ketentuan Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara
1961 No. 28), dapat dibebani dengan hypotheek maupun credietverband.

b. Pasal 3 ayat (1) :
Akta pembebanan hypotheek dan credietverband ddibuat oleh dan dihadapan
pejabat pembuat akta tanah. vang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri
Agraria No. 10 tahun 1961, vang daerah kerjanva meliputi daerah tempat tanah

yang bersangkutan.

5 Peraturan Credietverband (S.1908 No.542 jo S.1937 No.190) :
a. Pasakl:
Credictverband adalah hak kebendaan atas benda-benda bergerak, yang
memberi wewenang kepada yang berhak untuk mengambil penggantian darn
benda-benda itu untuk pelunasan bagi pthutangnya.
b. Pasal 9:
Credictverband hanya dapat diberikan dengan jaminan benda-benda yang

sudah ada. Credietverband atas benda-benda yang akan ada adalah batal.
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6. Herziqy eyt FRESERSTRO Y LIRS STER IS TS BB P

(RIB).

a.

b.

(@]

Pasal 195 ayat (1) Tentang Pelaksanaan Putusan atau Eksekusi

Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat
pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan
pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa
perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 195 ayat (6) Tentang Perlawanan Pihak Ketiga :

Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa
barang vang disita miliknya, dihadapkan serta serta diadili seperti segala
perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri
vang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan 1tu.

. Pasal 200 ayat (1) Tentang Penjualan Lelang :

Penjualan barang vang disita dilakukandengan perantaraan kantor lelang, atau
menurut keadaan, menurut pertimbangan ketua, oleh orang yang melakukan
penyitaan itu atau orang lain vang cakap dan dapat dipercaya yang ditunjuk
oleh ketua, vang tinggal di tempat penjualan itu dilakukan atau di dekat tempat
itu.

_Pasal 227 ayat (1) Tentang Sita Jaminan :

Jika ada sangka vang beralasan, bahwa orang yang berhutang sebelum
dijatuhkan keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan
kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau
mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud
untuk menjatuhkan barang itu dari penagih hutang maka Kectua, atas surat
permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang berkepentingan, dapat
memberi perintah supaya barang itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan,
bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dan
Pengadilan Negeri untuk memajukan gugatannya dan meneguhkannya.

7. Peraturan Lelang Nomor 189 Tahun 1908.
Pasal | : '

Untuk melaksanakan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan
lebih jauh berdasarkan peraturan ini yang dimaksud dengan “penjualan di muka
umum” ialah pelelangan dan penjualan barang, vang diadakan di muka umum
dengan penawaran harga yang semakin meningkat, dengan persctujuan harga yang
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atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau vang
membeli untuk menawar harga, menvetujui harga atau mendaftarkan.

2.3. Landasan Teori
2.3.1. Pengertian Bank

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan diatur
pengertian tentang bank yaitu, “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau dalam
bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak™.

Pengertian di atas menunjukkan usaha bank lebih terarah tidak semata-mata
memutar uang untuk mencari keuntungan perusahaan tetapi undang-undang
menghendaki agar taraf hidup rakyat banyak ditingkatkan. Hal ini merupakan salah
satu tanggung jawab bank dalam rangka mewujudkan cita-cita negara kita untuk
mencapai masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari
bank tidak bolch terlepas dari kegiatan pembangunan. Sctiap kegiatan bank harus
berhasil bagi kepentingan masyarakat.

Sebagai salah satu lembaga keuangan vang paling penting peranannya dalam
musyafakul;’ Bank dalam menjalankan -peranannya bertindak sabagai salah satu
lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.
Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-
dana yang dipercayakan oleh phak ketiga maupun dengan jalan men gedarkan alat-alat
pembayaran baru berupa uang giral. Pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa
bank menjalankan perniagaan dana (uang). Jadi tegasnya bank sangat erat kaltannya
dengan kegiatan peredaran uang dalam rangka melancarkan seluruh aktifitas seluruh
keuangan masyarakat. Oleh karena itu bank berfungsi :

1. pedagang dana (money lender), vaitu tempat yang dapat menghimpun dan

menyalurkan dana masyarakat secara cfektif dan efesien. Bank menjadi tempat
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untuk penitipam far pepyRdRan -uang |maka kepada_ penitip. dan_penyimpan
diberikan selembar kertas sebagai tanda bukti. Sedangkan dalam fungsinya
sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit atau membelikannya
kedalam bentuk surat-surat berharga.

lembaga yang melancarkan transaksi keuangan dan pembayaran uang. Bank
bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika
keduanya melakukan transaksi. Kedua orang tersebut tidak secara langsung
melakukan pembayaran tetapi  cukup memerintahkan pada Bank untuk
menyelesaitkannya.

Melihat praktek operasional perbankan yang ada maka dapat dibedakan jenis-

jenis bank. Jenis bank secara teoritis ditentukan dari segi fungsinya, kepemilikannya

dan segi penciptaan uang giral.

(9]

Segi fungsinya serta tujuan usahanya, dikenal ada empat bentuk bank yaitu
bank sentral adalah bank yang dapat bertindak sebagai bank yang mendorong dan
mengarahkan semua jenis bank yang ada.
bank umum yaitu bank baik milik negara, swasta maupun koperasi, yang dalam
pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito
serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
Dikatakan sebagai bank umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungan
dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh
bank kepada orang yang mempunyai deposito (disebut spread).
bank tabungan yaitu bank baik milik negara, swasta maupun koperasi, yang dalam
pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan
sedangkan usahanya terutama membungakan dananya dalam surat berharga.
bank pembangunan, vaitu bank baik milik negara, swasta maupun koperasi, baik
pusat maupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima
simpanan dalam deposito dan atau mengeluarkan surat berharga jangka menengah

dan jangka panjang sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka
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menengal] (dah—jingRas papjangt & -bidang peypbargynan (Muhamad Jumhana,
1996:69).
Segi kepemilikannya terdapat empat jenis, yaitu :

I bank milik negara;

2. bank milik pemerintah daerah;

3. bank milik swasta baik swasta nasional maupun asing;

4. Dbank milik koperasi.

Sedangkan dari segi penciptaan uang giral ada dua jenis yaitu |

|. bank primer, yaitu bank yang dapat menciptakan uang melalui  simpanan
masyarakat yang ada padanya yaitu simpanan likuid dalam bentuk giro. Yang
dapat bertindak sebagai bank primer ini adalah bank umum.

2. bank sekunder, yaitu bank-bank yang tidak bisa menciptakan uang melalui
simpanan masyarakat yang ada padanya, bank ini hanya bertugas sebagai
perantara dalam menyalurkan kredit. Umumnya bank yang bergerak pada bank
sekunder adalah bank tabungan, bank pembangunan, bank hipotik, yang sekarang
ada di Indonesia adalah Bank Perkreditan Rakyat, semua bank tersebut tidak

boleh menciptakan uang giral (Muhammad Jumhana, 1996:70).

2.3.2. Pengertian Perjanjian
Pasal 1313 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian, yaitu suatu perjanjian

adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih™.

Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak
dan kewajiban diantara para pihak tersebut dijamin oleh hukum. Perjanjian itu
menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Bentuknya
itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau
kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (Hasanuddin Rahman, 1998:135).

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada
seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut
yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara
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dua-orang vang-membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu
ra@ﬂﬁﬂrkﬁéﬂ%i@@ﬁnﬂ@“q'ﬁﬁ%’rt]aSnj&m glipan yang

diucapkan atau ditulis (R. Subekti, 1991:1).

Pasal 1320 KUHPer menyatatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan

empat syarat .

1

I~

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Kesepakatan vang terjadi antara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok vang
dimaksudkan dalam perjanjian vang bersangkutan menimbulkan perjanjian atau

mengikat sebagai perjanjian bagi para pihak yang membuatnya.

. cakap untuk membuat suatu perjanjian;

orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada asasnya,
setiap orang vyang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut

hukum.

. mengenai suatu hal tertentu;

sebagai svarat ketiga disebutkan suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu,
artinya apa yang diperjanjikan adalah mengenai hak dan kewajiban kedua belah
pihak jika timbul perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling
sedikit harus ditentukan jenisnya. Barang itu sudah ada atau sudah berada
ditangannya si berhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh

undang-undang.

_suatu sebab vang halal.

sebab yang halal ini dimaksudkan tiada lain adalah isi perjanjian itu tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau

ketertiban umum.

Dua syarat vang pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-

orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian sedangkan dua syarat yang

terakhir merupakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek

dari perbuatan hukum yang dilakukan itu (R. Subekti,1991:17-19).
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23.3. Pypitef REpository Universitas Jember

Pasal 1 angka 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengartikan kredit sebagai berikut

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit berasal dari bahasa Romawi “credere” yang berarti kepercayaan. Dasar
dari kredit adalah kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya
bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesutu yang telah
diperjanjikan. baik menyangkut jangka waktunya. maupun prestasi, dan Kontra
prestasinya. Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh bank, karena dana yang ada di
bank sebagian besar milik pihak ketiga. untuk itu diperlukan kebijaksanaan oleh bank
dalam penggunaan dana tersebut termasuk di dalamnya untuk menentukan pemberian
kredit.

Intisari dari kredit adalah unsur kepercavaan, unsur vang lainnya adalah
mempunvai sifat atau pertimbangan saling tolong-menolong. Selain itu dilihat dan
pihak kreditur unsur yang penting dari kegiatan kredit adalah mengambil keuntungan
dari modalnya dengan mengharapkan kontraprestasi sedangkan bagi debitur adalah
bantuan dgzj kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi dan diberikan
oleh kreditur.llanya saja antara prestasi dengan kontraprestasi tersebut ada suatu
waktu vang memisahkannya sehingga ada tenggang waktu tertentu. Kondisi ini
mengakibatkan adanya risiko berupa ketidaktentuan dan karenanya diperlukan suatu
jaminan dalam pemberian kredit tersebut (Muhammad Jumhana,1996:229-231).

Menurut Thomas Suyatno unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah :

1. kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi diberikan
baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanva
kembali jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2. Tenggang waktu, vaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian
prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan
datang.
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3. ofris ity tingkat risikp yang ak thadapi-sebagai akibat darn

afigjgyl ;tgltaﬂfggqgﬁmty i vaﬁfs%y ,é ﬁ%ﬁhﬁf dengan
kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit
diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya karena jauh-jauh kemampuan
manusia untuk menerobos hari depan itu maka masih selalu terdapat unsur
ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan
timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah
jaminan dalam pemberian kredit.

4. Prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi
juga dapat berbentuk barang dan jasa. Namun karena kehidupan ckonomi
modern sekarang didasarkan kepada uang maka transaksi-transaksi kredit
yang menyangkut uanglah vang sering dijumpai dalam praktek perkreditan
(dalam Muhammad Jumhana,1996:232-233).

Kredit yang diberikan kepada nasabah dalam prakiek perbankan dapat dilihat

dari beberapa segi. yaitu:

1.

!‘J

jangka waktunya.

Dari segi jangka waktunya terdapat tiga macam kredit vaitu kredit jangka pendek,

kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang.

a. kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu paling lama satu
tahun.

b. kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu antara satu tahun
sampai dengan tiga tahun.

g .krcd_i} jangka panjang adalah kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga
tahun.

menurut kegunaannya.

Ditinjau dari segi kegunaannya maka kredit dapat digolongkan menjadi tiga

macam. masing-masing vyaitu kredit investasi. kredit modal kerja dan kredit

prolesi.

a. Kredit investasi artinya adalah penanaman modal. Dengan demikian kredit
investasi ialah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk  keperluan

penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

b.

C.

AR TR e SRR ek

dimana kredit ini untuk keperlian membeli tambahan sejumlah kendaraan.
Kredit modal kerja adalah kredit vang diberikan untuk kepentingan kelancaran
modal kerja nasabah. Jadi kredit ini sasarannya untuk membiayai operasi
usaha nasabah. Kredit bank dipergunakan untuk membeli bahan dasar, alat-
alat bantu, maupun membayar biaya lainnya.

Kredit profesi diberikan kepada nasabah semata-mata untuk kepentingan
profesinya. Misalnya kredit yang diberikan kepada seorang dokter gigi untuk
membeli seperangkat peralatan medis. Meskipun namanya kredit profesi
namun sebenarnya kredit tersebut tidak berbeda dengan kredit investasi, yang

berbeda hanya terletak pada kedudukan (status) nasabah.

3. menurut pemakaiannya.

Menurut pemakaiannya kredit dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu

kredit konsumtif dan kredit produktif,

d.

b~

kredit konsumtil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk
memenuhi kebutuhan hidup schari-hari. Contohnya kredit yang diberikan
untuk membeli alat-alat rumah tangga seperti meja-kursi, televisi, mobil.
Semua barang-barang vang dibiayai bank itu tujuannya untuk dipakai sampai
habis oleh nasabah.

kredit produktif berbeda dengan konsumtif, pada kredit produkuf ini
pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitas
akan bertambah meningkat, Bentuk kredit produktif dapat berupa kredit
investasi maupun kredit modal kerja karena kedua Kredit tersebut diberikan

nasabah untuk meningkatkan produktivitas usahanya.

4. menurut scktor vang dibiayai.

Masih ada beberapa macam kredit yang diberikan kepada  nasabah - dipandang

dari sektor vang dibiayai bank yaitu : kredit perdagangan, kredit pemborongan,

kredit pertanian, kredit peternakan. kredit perhotelan. kredit percetakan. kredit

pengangkutan, kredit perindustrian (Gatot Supramono.1996:46-47).
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2.3.3.1 Penlgertian Pérjanjian radit

Suatu pelepasan kredit oleh bank kepada nasabahnya selalu di mulai dengan
permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila bank menganggap
permohonan tersebut layak untuk diberikan, maka untuk dapat terlaksana
pelepasan kredit tersebut, harus didahulukan dalam bentuk perjanjian kredit
atau pengakuan hutang (Hasanuddin Rahman,1998:138).

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu dari
bentuk perjanjian pinjam-meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian
kredit itu pada hakekatnya adalah suatu perjanjian  pinjam-meminjam
sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai 1769 KUHPerdata. Dengan
demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan kepada
ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata tetapi dapat pula berdasarkan
kesepakatan diantara para pihak, artinya dalam hal-hal ketentuan yang
memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
KUHPerdata tersebut, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa
diserahkan kepada para pihak (Muhammad J umhana,1996:240).

Peminjam diminta memberikan representations, warranties dan covenants.
Sedangkan yang dimaksud dengan representations adalah keterangan-keterangan,
yang diberikan oleh debitur guna pemrosesan pemberian kredit. Adapun warraniies
adalah suatu janji, misalnya janji bahwa si debitur akan melindungi kekayaan
perusahaannya atau asel yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit
tersebut. Sedangkan covenant biasanya adalah janji untuk tidak melakukan sesuatu,
5epeﬁi misalnya janji bahwa si debitur tidak akan mengadakan merger dengan
perusahaan lain atau menjual atau memindahtangankan seluruh atau sebagian besar
asetnya tanpa seizin bank (kreditur). Kesemua materi dalam perjanjian kredit itu
haruslah lahir dari kesepakatan (Muhammad Jumhana,1996:242).

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh Bank
sebagai kredit maupun oleh nasabah sebagai debitur karena perjanjian kredit
mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun

pelaksanaan kredit itu sendiri.

Menurut Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi vaitu

diantaranya :
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merupakan sesuatu vang, menentukan batal atau tidak batalnva perjanjian lain
yang mengikuti misalnya perjanjian pengikatan jaminan,

perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan
kewajiban di antara debitur dan kreditur

perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit

(dalam Muhammad Jumhana, 1996:246).

2.3.3.2 Pengertian Jaminan Kredit

Kredit yang diberikan olech bank mengandung risiko sehingga dalam
pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang schat,
vaitu di antaranya bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat
perjanjian tertulis, memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah
diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian, memberikan kredit
melampaui batas maksimum pemberian kredit, bank tidak diperkenankan
memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka
kegiatan jual beli saham (Muhammad Jumhana,1996:246),

Guna mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit maka diperlukan

jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan

debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor adanya

jaminan inilah vang penting harus diperhatikan olch bank. Hal ini tercantum dalam

pasal 8 Uldang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan vang isinya

(1). dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Svariah,
Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang
mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur
untuk melunasi hutangnva atau mengembalikan pembiavaan dimaksud
sesual dengan vang diperjanjikan.

(2). bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan
pembiavaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan vang
ditetapkan oleh Bank Indonesia.
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JaminarOKikcait berfumze solfaman 7 stimpen, / dapa: kedua Juntuk melunasi
kredit pokok dan tunggakan bunga dan digolongkan menjadi dua kelomp()!\
vaitu jaminan kebendaan dan jaminan pihak ketiga atau guaraniee. Jaminan
kebendaan dapat berupa harta milik debitur atau milik pihak lain yang dijaminkan
ouna memperkuat nitai jaminan debitur. Sedangkan jaminan pihak ketiga terdiri dart
tiga macam, yailu jaminan perorangan (personal guarantee), jaminan badan usaha
(corporate guarantee) dan jaminan bank (bank guarantee). Para penjamin kredit
disebut penanggung atau penjamin (guarantor, co-obligor atau borgtocht). Apabila
debitur tidak mampu melunasi kredit pokok  atau membayar bunga, para penjamin
akan melunasi utang tersebut. Dalam jaminan personal guarantee, yang bertindak
sebagai penjamin adalah orang perorangan yang diterima oleh bank sebagai
penjamin kredit. Dalam jaminan corporate guarantee, yang bertindak sebagai
penjamin adalah badan usaha, sedangkan dalam jaminan bank guarantee, yang

bertindak sebagai penjamin adalah bank non-kreditur (Siswanto Sutojo,1997:243-
244).

2.3.3.3 Pengertian Pembebanan Jaminan Credietverband

Credietverband adalah hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak yang
memberikan wewenang kepada pemegang hak itu untuk mengambil penggantian dari
benda-benda tadi guna melunasi utang yang tertunggak oleh debitur. Pada mulanya
ikatan credietverband hanya berlaku untuk tanah adat, namun setelah berlakunya
Undang-Undang Pokok Agraria obyek credietverband sama dengan obyek hipotik,
yaitu tanah dengan status hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha. Seperti
halnya hipotik, ikatan credietverband hanya dapat dibebankan pada benda-benda
yang sudah ada (Siswanto Sut0jo,1997:246-247).

Hal ini terdapat datarm pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 196G
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang tertulis sebagai berikut: “Hak
tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna

bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undang-Undang”.
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Ketentuan | teitarfin ktatis tanpts | fyanne/ dijadikeano janwhans hitang) depgan hak
tanggungan ini juga diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
Yang Berkaitan Dengan Tanah yang isinya adalah :

(1) Hak atas tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan adalah :
a. Hak Milik;
b. Hak Guna Usaha:
¢. Hak Guna Bangunan.
(2) Selain hak-hak atas tanah scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Pakai

atas tanah negara yang menurut ketentuan  yang berlaku wajib  didaftar dan
menurut sifatnya dapat juga dibebani Hak Tanggungan.

Setelah berlakunya UUPA mula-mula diadakan pembedaan hak-hak atas
tanah yang dapat dibebani hipotik dan éredietverband, yaitu hipotik dapat dibebani
atas Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang berasal dari konversi
hak-hak Barat yaitu konversi dari Hak Eigendom, Hak Erfpacht dan Hak Opstal
sedangkan Credietverband dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan
Hak Guna Bangunan yang berasal dari hak atas tanah adat. Kemudian setelah
berlakunya PMA Nomor 15 tahun 1961 tentang Pembebanan dan Pendaftaran
Hipotik dan Credietverband menyatakan bahwa credietverband  dapat dibebankan
pada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan baik yang berasal dari
hak-hak Barat maupun hak-hak tanah adat (Sri Soedewi Maschjoen Sofwan,1981:63).

Credietverband memiliki sifat umum yang mirip dengan hipotik. Sifat umum

itu adalah sebagai berikut :

1. merupakan hak kebendaan. Pasal 1 Peraturan Credietverband mengatakan
bahwa credictverband adalah  hak kebendaan atas benda yang ditujukan
untuk memenuhi pelunasan suatu perikatan. Pasal ini diambil dai Pasal 1162
KUHPerdata.

2. credietverband adalah hak yang menurut sifatnya tidak dapat dibagi-bagi
dan terpasang atas seluruh benda dan bagian-bagiannya (Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Credietverband).

3. credietverband adalah perjanjian accesoir, artinya credietverband ini bukan

merupakan hak yang berdiri sendiri akan tetapi adanya bergantung pada
perjanjian pokok.
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4. micrupakan hdk diclahulukan-,

5. hanya dapat dibebani atau benda mifik pihak lain.

6. mudah dieksekusi.

7. objeknya ialah tanah milik adat, bangunan serta tanaman yang ada di
atasnya.

8 credietverband berisi hak untuk mengambil pelunasan hutang dari nilai

benda jaminan dan tidak berhak untuk menguasainya.
9. mengandung asas terbuka dan asas spesialitet (Mariam Darus Badrulzaman,
1991:5-6).
Hapusnya credietverband :
1. karena hapusnya perikatan pokok sesuai dengan pasal 1381 KUH Perdata :
Y karena kreditur melepaskan diri dari ikatan tersebut ;
3. karena benda-benda vang dijadikan jaminan dialihkn kepada pihak lain dan
dipindahkan dari tanah di atas benda man benda itu terletak ;
4. karena dilelang atas permintaan pemegang credietverband.

Selain itu pula setelah berlakunya UUPA, hal yang menyebabkan hapusnya
credietveband juga karena tanah yang dibebani credietverband itu dicabut untuk
kepentingan umum atau dibebaskan dari pemilik (pemberi) credietverband‘
(Muhammad Jumhana,1996:253-255).

Syarat untuk hapusnya credietverband dapat dibandingkan dengan cara hapusnya
Hak Tanggungan yang terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 Tentang Hak Tanggungan karena hal-hal sebagai berikut :

a. hapusnya hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan;

b. dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;

c. pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua
Pengadilan Negeri ;

d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

2.3.3.4 Pengertian Hak Tanggungan
Pengertian Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, yaitu :

Ilak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah,
yang selanjutnya discbul Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang
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Nomor~5 Tahun entang Peratar g OkOk= R 'Apraria, berikut
atau tidak berikut benda-benda lain vang merupakan satu Kesatuan dengan
tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Iak tanggungan ialah jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu,
yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-
kreditur lain. Artinva, bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang Hak
Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak
mendahulu daripada kreditur-kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut
sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut
ketentuan-ketentuan hukum vang berlaku (Hasanuddin Rahman,1998:195).

Seperti halnya hipotik atau credietverband, Hak Tanggungan pun merupakan
perjanjian accesoir yang tentunya scbelum pembebanan atas suatu obyek atau
jaminan, sebelumnva didahului dengan adanya Perjanjian Hutang Piutang atau
Pengakuan Hutang. Bahkan  dalam perjanjian hutang piutang tersebut telah
disebutkan adanya janji untuk memberikan Hak Tanggungan oleh debitur atau
pemilik jaminan. sebagaimana juga disebutkan dalam pasal 10 avat (1) Undang-
Undang Hak Tanggungan, vang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak
Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, vang dituangkan di
dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang
yang bersangkutan atau perjanjian vang menimbulkan hutang tersebut.

2.3.4 Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag )

Kepentingan Penggugat dijamin oleh undang-undang. vaitu dengan jalan
penyitaan. Penvitaan merupakan tindakan persiapan untuk  menjamin  dapat
dilaksanakannva putusan perdata. Benda-benda vang disita untuk Kkepentingan
penggugat tersebut tidak boleh dialihkan atau dijual. Sita jaminan ini tidak meliputi

scluruh harta kekayaan debitur tetapi hanya beberapa barang tertentu saja. Hal ini
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dilakukan oleh panitera Pengadilan Negeri dan membuat berita acaranya dan
memberitahukan kepada tersita mengenai penyitaan itu.

Permohonan sita conservatoir diajukan kepada hakim vang memeriksa
perkara  vang bersangkutan dan haim  yang memeriksa perkara itu vang
memrintahkan dengan surat penetapan. Pengajuan sita jaminan haruslah ada dugaan
yang beralasan bahwa seorang vang berhutang selama  belum dijatuhkan putusan
oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari jalan untuk menggelapkan
atau melarikan barangnva (Sudikno Mertokusumo,1998:68-71).

Perihal sita conservatoir atau sita jaminan diatur dalam pasal 227 avat (1) HIR
vang berbunvi :

(1). Jika ada sangka yang beralasan, bahwa orang yang berhutang sebelum
dijatuhkan keputusan kepadanya. atau sedang keputusan yang dijatuhkan
kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau
mengangkut barangnya, baik vyang tidak tetap, baik yang tetap, dengan
maksud untuk menjatuhkan barang itu dari penagih hutang maka Ketua, atas
surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang
berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan
menjaga  hak orang yang meminta itu  dan kepadanya hendaklah
diberitahukan . bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan
datang dari  Pengadilan Negen  untuk memajukan  gugatannya  dan
meneguhkannya.

2:3.5 Pcngéiitian Eksekusi Lelang

Fksekusi dalam bahasa Indonesia disebutkan “pelaksanaan putusan™
Fksekusi sebagai tindakan hukum dilakukan oleh pengadilan kepada pthak vang
kalah dalam suatu perkara yang juga merupakan aturan dan tata cara lanjutan darn
proses pemeriksaan  perkara. Jadi  eksekusi itu adalah tindakan vang
berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata juga eksekusi ini
dapat pula diartikan “menjalankan putusan” pengadilan yang melaksanakan secara
paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang Kalah

tidak mau menjalankannya secara sukarela, eksekusi dapat dilakukan apabila telah
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mempunyal) K3kbatdn R ekum S te@p\/ (Viotop/ Situmprang Idan Gerpentyna
Sitanggang,1993:119).

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak
yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari
proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain daripada
tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.
Fksekusi merupakan suatu Kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata
tertib beracara yang terkendung dalam HIR atau RBG. Bagi setiap orang yang
ingin mengetahui pedoman aturan cksekusi, harus merujuk ke dalam aturan
perundang-undangan  yang  diatur dalam HIR atau RBG (M. Yahya
Harahap,1995:1).

Prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
(in kracht van gewijsde) yang dapat dijalankan. Pada asasnya putusan yang dapat
dieksekusi ialah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena
dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud
hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara maka hubungan
hukum tersebut mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (prhak
tergugat). Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dilakukan atau
dijalankan secara sukarela olch pihak tergugat apabila enggan menjalankan putusan
cocara sukarcla maka hubungan hukum yang ditctapkan dalam putusan harus
dilaksanakan dengan paksa dengan jalan bantuan kekuatan umum.

Disimpulkan bahwa cksckusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan
pengadilan dengan bantuan kekuatan umum. guna menjalankan putusan pengadilan
yang lelah memperoleh kekuatan hukum  tetap. Pada prinsipnya, selama putusan
belum memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan belum dapat dijalankan. Dengan
kata lain, selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, upaya dan
tindakan eksekusi betum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum
yang sah dan memaksa, terhitung :

1. sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
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sukarela.

Ditinjau dari segi yuridis, asas ini mengandung makna bahwa cksekusi
menurut hukum acara perdata adalah menjalankan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap. Cara menjalankan pelaksanaannya secara paksa dengan bantuan
kekuatan umum, apabila pihak tergugat ( pihak yang kalah ) tidak memenuhi putusan
secara sukarela. Cara melaksanakan putusan (eksekusi) diatur dalam pasal 195 HIR
atau pasal 206 RBG serta pasal-pasal berikutnya (M. Yahya Harahap,1995:6).

Adapun sumber pengkajian tentang cksekusi lelang diambil dart pasal 200
ayat (1) HIR dan Peraturan Lelang Nomor 189 Tahun 1908. Pengertian lelang
terdapat dalam pasal | Peraturan Lelang Nomor 189 Tahun 1908 yang isinya adalah :

Untuk melaksanakan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan vang ditetapkan
lebih jauh berdasarkan peraturan ini yang dimaksud dengan “penjualan di
muka umum” ialah pelelangan dan penjualan barang, vang diadakan di muka
umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan
harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau di mana orang-
orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan
atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang
berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau
mendaftarkan.

Pengertian tentang lelang juga diatur dalam Pasal 200 ayat (1) HIR vang
menyatakan :

Penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantaraan kantor lelang, atau

menurut keadaan, menurut pertimbangan ketua, oleh orang vang melakukan

penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan dapat dipercaya yang ditunjuk
oleh ketua, vang tinggal di tempat penjualan itu dilakukan atau di dekat tempat
itu.

Jika pasal 200 ayat (1) dikaitkan dengan pasal 1 Peraturan l.elang Nomor 189
Tahun 1908 akan ditemukan pengertian yang sebenarnya arti penjualan lelang,
vaitu : ;

1. Penjualan harta kekayaan tergugat yang telah disita eksekusi dilakukan di muka

umum;

Penjualan di muka umum hanya boleh dilakukan di depan juru lelang;

3. Cara penjualannya dengan penawaran harga yang semakin meningkat atau makin
menurun melalui penawaran secara tertulis (M. Yahya Harahap,1995:103)

9
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adanya satu syarat, vaitu adanya suatu penyitaan yang dapat berbentuk sita jaminan

atau sita eksekusi.

2.3.6 Perlawanan Pihak Ketiga

Suatu putusan itu mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat
pihak ketiga (pasal 1917 KUHPer). Akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya
dirugikan oleh suatu putusan maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan
itu ( pasal 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan
yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa
( pasal 379 Rv). Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu
putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata
telah dirugikan haknya.

Memperhatikan pasal 195 ayat 6 HIR. terkandung dua jenis perlawanan
terhadap putusan atau penetapan pengadilan. Hal ini dapat ditarik dari bunyi kalimat:
“jika pelaksanaan putusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain
yang mengakui barang barang yang disita itu miliknya™ Bunyi kalimat terscbut. yaitu
pasal 195 ayat 6 HIR mengenal dua jenis perlawanan terhadap putusan atau
penetapan yakni perlawanan yang dilakukan oleh pihak vang langsung terlibat dalam
proses putssan atau penetapan. Jenis perlawanan yang seperti im disebut dalam
praktek “partai verzet”. Terjemahan dalam bahasa Indonesia artinya “perlawanan
oleh pihak™ (Sudikno Mertokusumo,1993:207).

Jenis vang kedua adalah perlawanan yang diajukan oleh “pihak ketiga™ oleh
orang yang tidak terlibat langsung dalam putusan atau penetapan yang dilawan. Pasal
195 ayat 6 HIR menyebut “perlawanan yang dilakukan oleh orang lain™. Pada prakiek
peradilan, perlawanan jenis ini lazim disebut “perlawanan pihak ketiga™ atau “derden
verzet .

Begitu juga pasal 378 Rv. hanva memperkenalkan perlawanan pihak ketiga

(derden verzet). Walaupun Ry tidak menyinggung partai verzet, hal itu tidak
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atau penetapan. Pengakuan eksistensinya oleh HIR sudah cukup menjadi landasan
keabsahannya (M.Yahya Harahap,1996:35-36).

Lebih lanjut dijelaskan sampai di mana bobot kualitas hak yang dapat
dipergunakan sebagai landasan mengajukan gugat perlawanan, perlu diteliti
bagaimana perumusannya dalam perundang-undangan. Dari segi pendekatan tersebut,
nampak ada perbedaan antara ketentuan pasal 195 (6) HIR dengan apa yang terdapat
pada pasal 378 Rv.

Pasal 195 ayat (6) HIR secara tegas menentukan bobot kualitas hak yang
dibenarkan menjadi landasan dasar gugat perlawanan adalah “hak milik™. Hal
ini dapat dibaca dalam kalimat @ “juga orang lain yang menyatakan bahwa
barang vang disita sebagai miliknya..”. Pengertian milik menurut hukum
kebendaan bersifat “hak absolut”. Jika rumusan hak milik yang disebut dalam
pasal 195 ayat (6) HIR dihubungkan dengan paham kebendaan yang dianut
KUHPerdata, hanya hak absolut vang boleh dijadikan landasan gugat
perlawanan. Sedangkan pasal 378 Rv tidak menyebut “hak milik™ sebagai
landasan gugat derden verzet. l.andasan yang dirumuskan di dalamnya, putusan
yang dilawan :
merugikan kepentingan mereka, atau
merugikan hak-hak mercka dan
tidak ikut sebagai pihak dalam putusan yang dilawan (M.Yahya
Harahap,1996:44-45).

L B —

~Penekanan rumusan pasal 378 Ry dititikberatkan pada “kerugian™. Apabila
suatu putt"lgan Pengadilan  merugikan kepentingan atau hak seseorang, vang
bersangkutan dapat mengajukan gugatan derden verzet unutk mempertahankan dan
memulihkan kepentingan dan hak tersebut. Kepentingan atau hak vang dirugikan
putusan vang dilawan, tidak mesti menyangkut  dan berkaitan dengan benda
berwujud  seperti hak milik. Oleh karena itu landasan dasar pengajuan gugatan
perlawanan tidak mesti bersifat hak kebendaan absolut (M. Yahya Harahap,1996:48-
49),
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PEMBAHASAN |
Digital Reposﬁory Unlversnas Jember
3.1 Keabsahan pembebanan credietverband dan akibat hukumnya

Credietverband adalah perjanjian yang sifatnya accesoir atau tambahan dari
perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Untuk mengetahui tentang sah atau
tidaknya pembebanan jaminan credietverband  sebaiknya melihat kembali bagian
fakta yang ada sebagai awal dari terjadinya pembebanan credietverband, vaitu bahwa
dalam kasus tersebut BRI sebagai pelawan terhadap putusan Pengadilan Nomor
31/PdL.G/1995/Pn.Jr tertanggal 29 Agustus 1995 dan penetapan eksekusi lelang
Nomor 25/Pdt.Ex/1999 tanggal 02 Oktober 1999 atas tanah dan bangunan dengan
Sertifikat Hak Milik Nomor 168 vang terletak di Desa Klompangan, Kecamatan
Jenggawah, Kabupaten Jember atas nama Intan. Tanah dan bangunan tersebut
sebenarnva telah dijadikan sebagai jaminan kredit sccara credictverband  untuk
mendapatkan fasilitas kredit BRI Jember. Pembebanan credietverband tersebut sudah
dilakukan sebelum adanya sengketa antara pihak-pihak di luar BRI yang pada
akhirnya menvebabkan dikeluarkannya putusan Pengadilan vang telah disebutkan di
atas (wawancara dengan Bapak Elis Budiarto, S.H tanggal 11 Agustus 2000).

Agar dapat mengetahui apakah pembebanan credietverband vang dilakukan
sudah memenuhi ketentuan peraturan vang ada maka dalam pembahasan ini akan
mengkaji dari peraturan-peraturan tentang credietverband, antara lain :

1. Peraturan Credictverband ( S.1908 No. 542 jo S.1937 No.190)
a. Pasal | Peraturan Crcd-iclvcrbund berbunyi sebagai berikut

“Hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, yang memberi wewenang
kepada vang berhak untuk mengambil penggantian dari benda-benda itu untuk
pelunasan bagi piutangnya™.

Berdasarkan fakta yang ada dalam perjanjian kredit yang telah dilakukan maka
pembebanan credietveband tersebut telah memenuhi ketentuan vang ada, yaitu
obyek vang dijadikan sebagai jaminan kreditnya (pembebanan credietverband)

adalah benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan.

29
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b. P D‘ﬁj‘wgl c% c(r)béw d || \?%sr éuﬁ:a dldzjarkqn E‘))'ld‘l pasal Q

Peraturan  tentang Crn.dluwr) nd, vaitu vyang menyatakan (mhwa
“credietverband hanya dapat diberikan dengan jaminan benda-benda vang
sudah ada. credietverband vang dilakukan terhadap benda-benda vang akan ada
adalah batal
Obyek credietverband tersebut adalah tanah yang telah ada dan telah
mempunyai surat tanda bukti hak, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 168,

Desa Klompangan.

2. Undang-Undang Pokok Agrana (UUPA)

a. Jika keabsahan pembebanan credietverband itu ditinjau dari Undang-Undang
Pokok Agraria maka hal tersebut ada dalam inti pasal 19 Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) maka obyek perjanjian kredit (sebagai perjanjian
pokok) telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, vaitu
tentang kepastian hukum yang diberikan oleh Pemerintah  dalam  hal
pendaftaran tanah yang meliputi pengukuran, pendaftaran dan pemberian surat
tanda bukti kepemilikan hak yang berlaku sebagai alat pembuktian vang kuat.
Hal ini dapat dilihat dari obyck credictverband. vaitu scbidang tanah dengan
hak milik vang melekat pada tanah itu dan tentunya tanah tersebut dapat
dijadikan sebagai jaminan kredit dalam perolehan fasilitas  kredit yang
dilakukan dengan cara credietverband.

b. Pembebanan credietverband tersebut menggunakan benda jaminan berupa
benda tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Mihk
maka jika hal ini dikaitkan dengan pasal 23 UUPA vang intinya bahwa
peralihan, hapus dan pembebanannya harus didaftarkan menurut kKetentuan
yang ada dalam pasal 19 UUPA. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya
Sertifikat Hak M#ik Nomor 168 Desa Klompangan, Kecamatan Jenggawah,
Kabupaten Jember tanggal 11 Januari 1988 yang dijadikan sebagai jaminan
kredit.
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3. Pasal[24 gﬂa{ll Rezp:@s Wymey m[ivé\}fgwegé %%B‘g rTentang

Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa :

Pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan
rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk
bangunan atas hak milik, dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau hak
milik atas satuan rumah susun yang ditentukan dengan peraturan perundang-
undangan, dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta vang dibuat oleh PPAT
yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh BRI dan nasabahnya tersebut sudah
mengacu pada pasal 44 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut karena
menggunakan tanah sebagai jaminan hutang dalam perjanjian kreditnya dan telah
didaftarkan sebagai jaminan hutang dengan sertifikat creditverband nomor
41/1993 tanggal 30 Juni 1993.

4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Pembebanan dan
Pendaftaran Hypotheek serta Credietverband
a. Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 menentukan bahwa:

tanah-tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha, yang telah
dibukukan dalam daftar buku tanah menurut ketentuan-ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dapat dibebani
dengan hipotik dan credietverband.

Pasal ini dapat dibandingkan dengan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa :

(1) Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah :
a. Hak Milik;
b. Hak Guna Usaha;
¢. Hak Guna Bangunan.
(2) Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hak Pakai
atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan

menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak
Tanggungan.
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Pemibebanan [credietyerband: yang, dilakukan oleh: Intan dan BR1. adalah atas
tanah yang berstatus hak milik, hal ini dapat dilihat pada surat bukti tanda
kepemilikan hak, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik. Berdasarkan pasal tersebut

di atas maka pembebanan credietverband tersebut telah memenuhi ketentuan

yang ada.

b. Pembebanan credietverband dilakukan oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT). Ketentuan mengenai hal ini dapat dilihat pada pasal 3 ayat

(1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 yang berbunyi :

akta pembebanan hipotik dan credietverband dibuat oleh dan di hadapan

pejabat pembuat akta tanah, yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri

Agraria Nomor 10 Tahun 1961, yang daerah kerjanya meliputi daerah tempat

letak tanah yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai pembebanan benda jaminan yang berupa tanah ini juga

diatur dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4

Tahun 1996 :

“Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian

Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.”

Pembebanan credietverband yang menggunakan Sertifikat Hak Milik itu
bersifat accesoir, artinya pembebanan tersebut bersifat tambahan dari perjanjian
kredit sebagai perjanjian pokoknya yang telah dilakukan antara Intan Wardini
dengan BRI. Agar dapat memperoleh kedudukan sebagai pemegang jaminan kredit
yang sah maka pembebanan credietverband itu dilakukan di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Sertifikat Credietverband Nomor 41/1993
tertanggal 30 Juni 1993. BRI merasa aman dengan pembebanan credieverband ini
karena selama dilakukan pembebanan dan pendaftaran sertifikat credietverband tidak
ada pihak yang merasa keberatan dengan pembebanan tersebut yang menandakan
bahwa tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan kredit itu tidak sedang dalam
sengketa atau milik orang lain (lihat lampiran 2).
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UntuK () [nglakbk4n 3028 | [perfibebandn | \vredigtyeBand ) Aipailukafi adanya
perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan perjanjian credietverband itu sendiri
sebagai perjanjian tambahannya. Tahap dalam melakukan pembebanan
credictverband adalah menyusun perjanjian kredit, dilanjutkan dengan perjanjian
jaminan kreditnya, yaitu pembebanan credietverband. Pembebanan tersebut dilakukan
oleh dan di hadapan PPAT.

Setelah akta credietverband selesai dibuat maka langkah selanjutnya adalah
mendaftarkan akta tersebut ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat
bersama dengan sertifikat hak atas tanah yang telah dilakukan credietverband untuk
didaftar pada buku tanah. Pendaftaran ini akan melahirkan suatu serifikat
credietverband yang dikeluarkan oleh kantor BPN setempat.

Credietverband membawa akibat hukum bagi para pihak yang melakukan
pembebanan terhadap suatu tanah atau bangunan. Jika debitur tidak memenuhi
kewajibannya membayar hutang dan bunga pada saat yang telah diperjanjikan,
kreditur dapat melakukan parate eksekusi (menjalankan sendiri apa yang menjadi
haknya tanpa perantaraan hakim atau pengadilan). Hal ini disebabkan kepala akta
dan sertifikat credietverband bertuliskan “Atas Nama Negara Republik Indonesia”.
Oleh karena itu sertifikat credietverband yang disertai dengan salinan aktanya
mempunyai kekuatan eksekutorial seperti tercantum dalam pasal 224 HIR yang isiﬁya
menyatakan : Surat asli daripada surat hipotik dan surat hutang, yang dibuat di
hadapan notaris di Indonesia dan yang memakai perkataan :”Atas nama Keadilan™ di
kepalanya, kekuatannya sama dengan surat putusan hakim dan pasal 7 ayat (2)
Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 yang isinya bahwa :

Sertifikat hypotheek dan credietverband, yang disertai salinan akta yang
dimaksudkan dalam ayat | pasal ini mempunyai fungsi sebagai grosse akta
hypotheek dan credietverband serta mempunyai kekuatan eksekutorial yang
dimaksudkan dalam pasal 224 Reglemen Indonesia yang dibaharui dan pasal 258
Rechtsreglement Buitengewesten serta pasal 18 dan pasal 19 Peraturan tentang
Credietverband.
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Selaincitif pdmbebanamjaminap, grédietverband-seperti yapg 1slah diuraikan
dalam landasan teori membawa akibat hukum yang lain, yaitu kedudukan preferen
bagi kreditur yang telah mengikat jaminan kredit dengan credietverband. Kreditur
preferen adalah kreditur yang mempunyai hak didahulukan dalam pelunasan suatu

hutang daripada kreditur-kreditur lainnya.

3.2. Keabsahan Bank Sebagai Pihak Ketiga Yang Melakukan Perlawanan
Terhadap Eksekusi Lelang

Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh
pihak atau orang yang semula bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan tetapi
karena ia mempunyai kepentingan disecbabkan benda yang dipersengketakan
merupakan miliknya atau ia mempunyai hak atas benda tersebut.

Dalam kasus ini BRI Jember merasa dirugikan atas putusan Ketua Pengadilan
Negeri Jember tertanggal 29 Agustus 1995 Nomor 31/Pdt.G/1995/Pn.Jr dan Nomor
25/Pdt Ex/1999 tanggal 02 Oktober 1999 atas tanah dan bangunan yang terletak di
Desa Klompangan, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dengan Sertifikat Hak
Milik Nomor 168. Adanya surat penetapan eksekusi tersebut BRI dirugikan karena
pihaknya mempunyai kepentingan atas tanah dan bangunan yang dieksekusi. Hal ini
disebabkan BRI telah mengikat jaminan kredit dengan Intan Wardini (nasabah
debitur) secara credietverband. Apabila Intan tidak dapat melunasi hutangnya dalam
jangka waktu yang telah ditentukan maka BRI selaku pemegang sertifikat
credietverband (sekarang diganti dengan sertifikat Hak Tanggungan) mempunyai hak
eksekutorial untuk menguasai atau menjual benda jaminan tersebut dengan cara
melakukan pelelangan (wawancara dengan Bapak Elis Budiarto, S.H tanggal 8
Agustus 2000).

Namun ternyata benda yang dijadikan jaminan kredit oleh Intan tersebut
menjadi obyek sengketa antara suami dari Intan dengan pihak lain yang berakhir di
Pengadilan dengan putusan yang menetapkan bahwa obyek sengketa haruslah

dikuasai oleh pihak lawan dari suami Intan. Oleh karena itu BRI mengajukan
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perlawanan) pihak—ketigacsebabokdpentinganiya, atas obyek cseripkata, hntara suami
[ntan dengan pihak lain sudah diikat sebagai jaminan kredit secara credietverband dan
dilakukan terlebih dahulu daripada sengketa yang terjadi antara para pihak tersebut
(lihat lampiran 2).

Pasal 195 ayat (6) HIR sccara tegas mencntukan bahwa yang menjadi dasar
dari diajukannya perlawanan pihak ketiga adalah hak milik. Hal ini dapat dibaca
dalam kalimat : “jika pelaksanaan putusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan
oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya,...”. Kata
‘milik” menandakan bahwa barang tersebut haruslah menjadi milik dari seseorang
yang menjadi lawan dari pihak pelawan. Hal ini dapat diartikan bahwa barang
tersebut sifatnya adalah hak milik dan hak milik tersebut dapat diartikan sebagai hak
kebendaan yang sifatnya absolut.

Pasal 195 ayat (6) HIR tidak melarang adanya penundaan eksekusi atas alasan
derden verzet secara kasuistis, artinya penundaan eksekusi dapat dilakukan tetapi
dengan memperhatikan secara kasus per kasus. Apabila dalam suatu pemeriksaan
gugatan perlawanan si pelawan mampu membuktikan bahwa benda yang dilelang
adalah miliknya maka dapatlah eksekusi tersebut ditangguhkan atau ditunda. Jika
perlawanan itu dilakukan hanya untuk mengulur-ulur waktu eksekusi maka
perlawanan tersebut tidak dapat menangguhkan atau menunda eksekusi.

Derden verzet tidak selalu dapat dilakukan atas dasar bahwa yang dijadikan
obyek perlawanan adalah hak milik. Apabila barang yang telah dijaminkan kepada
pelawan dihubungkan dengan asas cksckusi yang melarang eksekusi dijalankan
terhadap barang yang sudah dijaminkan (diagunkan) kepada pihak ketiga maka cukup
alasan untuk membenarkan perlawanan terhadap ekesekusi berdasarkan keadaan
tersebut. Oleh karena itu tidak ada salahnya untuk membenarkan perlawanan terhadap
eksekusi atas dasar barang vang hendak dieksekusi sedang dijaminkan kepada

pelawan dan perlawanan tersebut mempunyai relevansi untuk menunda eksekusi (M.
Yahya Harahap,1995:290).
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Pasat H78 IRV jus [ifakSmidoyebut hidR |iid sehidg; landasan| perlawanan
pihak ketiga. Landasan yang dirumuskan dalam pasal tersebut adalah putusan yang
dilawan, yaitu putusan yang merugikan kepentingan dan hak-hak pelawan dan
pelawan tidak ikut sebagai pthak yang dilawan. Pasal ini menitikberatkan harus
adanya kerugian atas suatu putusan pengadilan. Apabila suatu putusan pengadilan
merugikan kepentingan atau hak sescorang maka orang terscbut dapat mengajukan
perlawanan pihak ketiga untuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan hak
tersebut (M. Yahya Harahap,1996:48).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa BRI sebagai
pelawan dalam gugat perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap putusan
Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 31/Pdt.G/1995/Pn.Jr  dan penetapan
cksekusi lelang Nomor 25/Pdt. Ex/1999 tanggal 02 Oktober 1999 terhadap tanah dan
bangunan yang telah dijadikan jaminan kredit dengan Intan Wardini (nasabah
debitur) sebagai pemilik obyek benda jaminan kredit tersebut dengan Sertifikat Hak
Milik Nomor 168, Desa Klompangan, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember
adalah sah. BRI dalam hal ini telah dirugikan kepentingannya dan hal tersebut telah
dipenuhi dalam salah satu unsur yang terkandung dalam pasal 378 Rv yang
mensyaratkan harus adanya kepentingan pihak pelawan yang dirugikan dan pelawan
tersebut tidak ikut sebagai pihak dalam putusan yang dilawan.

Kcabsahan Bank sclaku pihak pelawan terhadap eksekusi putusan pengadilan
terhadap lelang benda jaminan juga dapat dikaji dari waktu yang mendahului
keberadaan benda jaminan kredit tersebut. Artinya adalah lebih dulu mana apakah
sengketa yang terjadi antara para pihak lain di luar pihak ketiga ataukah pembebanan
jaminan kredit yang terjadi lebih dulu (lihat lampiran 2). Apabila barang yang hendak
dicksekusi ternyata telah lebih dahulu diagunkan pada pihak ketiga maka eksekusi
dapat dialihkan kepada barang yang lain. Terlepas dari kemungkinan apakah
perjanjian agunan yang dipegang pihak ketiga merupakan tindakan pura-pura atau
tidak jika memang terbukti agunan pihak ketiga lebih dulu dari agunan yang

dipegang putusan eksekusi maka :
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|. Eksekusi| hiiadap b @ nbn) dinyatdkam ponyeksekutabel atps)atasan barang

agunan sudah lebih dulu berada di tangan pihak ketiga.

2

Sebagai gantinya eksekusi dapat dialihkan terhadap barang debitur yang lain.
3. Jika sekiranya barang debitur yang lain tidak ada selain daripada barang yang
dijaminkan kepada pihak ketiga maka eksekusi dinyatakan non eksekutabel.

Jika pihak pemohon cksckusi tetap menghendaki cksckusi atas barang
jaminan yang ada pada pihak ketiga. ia dapat mencoba melalui gugatan baru
menuntut agar perjanjian agunan antara debitur dengan pihak ketiga hanya tindakan
pura-pura. Apabila ia berhasil membuktikan dan pengadilan membatalkannya maka
cksekusi dapat dijalankan sedangkan jika ia gagal membuktikan berarti perjanjian
agunan antara debitur dengan pihak ketiga sah dan benar. Oleh karena itu
permintaan eksekusi tidak dapat dijalankan terhadap benda yang dimohonkan
cksekusi ( M.Yahya Harahap, 1995:320).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu
benda jaminan yang ternyata telah dijaminkan kepada pihak ketiga dan pembebanan
jaminannya terjadi lebih dulu dari sengketa antara para pihak lain di luar pihak ketiga
yang mempersoalkan benda jaminan tersebut maka eksekusi akan dinyatakan tidak

dapat dilaksanakan atau non eksekutabel.

3.3 Faktor Yang Menyebabkan Gugatan Perlawanan Tidak Dapat Diterima

Gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena
Hakim menggunakan salah satu Yurisprudensi MA sebagai dasar pertimbangan
hukumnya. Adapun Yurisprudensi vang digunakan adalah Nomor S03K/SIP/1974
tanggal 12 April 1977. Inti sari putusan tersebut bahwa gugatan tidak dapat diterima
karena subyek yang berperkara tidak lengkap, artinya ada pihak yang tidak
diikutsertakan sebagai tergugat.

Hal ini harus jelas dan lengkap mengenai identitas diri Penggugat dan
Tergugat dan yang harus diperhatikan adalah kelengkapan para pihak yang

berperkara dan apabila ada pihak yang seharusnya disertakan untuk digugat akan,
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tetapi tidak digugdem mdkhcpopaian tersebot [akan dimyatakian-tidak]dapat Biterima. Hal
ini sesuai dengan pasal 8 ayat (3) Rv yang mensyaratkan kelengkapan surat gugatan,
yaitu kelengkapan para penggugat atau tergugat yang seharusnya digugat dan tentang
duduknya perkara. Putusan perkara Nomor 133/Pdt. Plw.1999/Pn.Jr mensyaratkan
tidak diterimanya gugatan secara substansil menurut hukum acara perdata.

Mengenai kelengkapan substansil hendaknya harus jelas identitas para pihak
yang berperkara baik dari penggugat atau lergugat para pihak vang berperkara dan
khusus terhadap pihak vang digugat harus semuanya diikutsertakan sebagai tergugat
atau turut tergugat dalam surat gugatan itu.

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak tidak dapat diterima.
Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, artinya masih ada orang-orang atau badan
hukum lain yang harus ikut digugat akan tetapi tidak diikutkan, maka gugatan
demikian juga akan dinyatakan tidak dapat diterima (Darwan Prinst,1996:30). Jika
hal itu tidak jelas akan merugikan Penggugat.

HIR dan RBG hanya mengatur tentang caranya mengajukan gugatan
sedangkan tentang persyaratan mengenai isi gugatan tidak ada ketentuannya.
Kekurangan ini diatasi oleh adanya pasal 119 HIR/143 RBG yang memberi
wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberi nasihat dan bantuan
kepada pihak penggugat pengajuan gugatannya. Dengan demikian dapat dicegah
pengajuan gugatan yang kurang jelas atau kurang lengkap (Sudikno
Mertokusumo,1998:40).

Suatu gugatan haruslah mempunyai dua anasir, yaitu yang pertama ialah hal-
hal kejadian yang diajukan oleh penggugat haruslah relevan dan yang kedua adalah
mengenai petitum atau tuntutan vang diajukan. Anasir pertama dapat diartikan juga
sebagai syarat substansil suatu gugatan, artinya adalah bahwa pihak yang akan
dilawan atau tergugat haruslah mempunyai keterkaitan atau koncksitas dengan
pugatan (Supomo, 1969:36-37). Apabila ada pihak lain yang tidak dijadikan sebagai

tergugat maka gugatan itu dapat diputus tidak dapat diterima. Pendapat Supomo ini
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relevan dengah) pashl 180 &vai (3% ROy mgnphaniskar adanyacsyanat substansil,

yaitu kelengkapan para pihak yang berperkara dalam surat gugatan.

3. 4 Kajian

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 31/Pdt.(G/1995/Pn.Jr  memutuskan

sebagai berikut

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

1.

2

L2

Menimbang, bahwa maksud Pelawan pada pokoknya menyatakan Pelawan
sebagai pemegang  Sertifikat Credietverband yang sah atas tanah dan bangunan
milik istri Terlawan I1I ( Intan) tersebut di atas sangat dirugikan dengan adanya
Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, tanggal 02 Oktober 1999,
dengan Perantara Panitera Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 04 November
1999 akan dilaksanakan cksekusi terhadap tanah beerikut bangunan milik istri
Terlawan 111 tersebut.
Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan jawaban para Terlawan
perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai apakah Perlawanan pelawan
telah sempurna atau belum;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap :

1. Handoko,

2. Aria Dharma,

3. Suherman masing-masing scbagai Terlawan LI dan 111

Menimbang, bahwa Pelawan dalam petitumnya menyatakan tanah sengketa yang
dijaminkan oleh Terlawan 111 kepada Pelawan 111 adalah milik istri Terlawan I11
(Intan)

Menimbang, bahwa oleh karena barang sengketa yang dijaminkan ternyata milik
Intan seharusnya Intan diikutkan sebagai dalam perkara ini dan oleh karena Intan

tidak diikutkan sebagai pihak maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah
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Agung )Noirion |- BOBKSIPG AT anggah) \2cApni | 1927, jvang)mgngatakan :
“semua pihak berperkara...”,

6. Menimbang, bahwa oleh karena Intan tidak diikutkan sebagai pihak maka
Perlawanan Pelawan adalah tidak sempurna dan oleh karena itu perlawanan
pelawan dinyatakan tidak dapat diterima dan membebankan biaya yang timbul
dalam perkara ini kepada Pelawan;

MENGADILI :

I. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ;

2. Membebankan biaya vang timbul dalam perkara ini kepada Pelawan yang hingga
kim ditaksir sebesar Rp 66.500,- ( enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pertimbangan Hakim yang memutus perkara tersebut adalah berdasarkan
Yurisprudensi MA Nomor S03K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977 yang menyatakan
bahwa gugatan tidak dapat diterima karena ada pihak lain yang seharusnya
ditkutsertakan sebagal tergugat tidak dikutsertakan, Hal ini terdapat dalam pasal 8
avat (3) Rv yang mensyaratkan surat gugatan harus memuat aspek-aspek tentang
identitas para pihak vang berperkara dan duduknya perkara.

Pihak yang tidak ditkutsertakan sebagai terlawan adalah pemilik benda
jaminan kredit. Hakim memutuskan bahwa ia (pemilik benda jaminan) diharuskan
untuk turut dilawan namun sebenarnya dalam putusan yang dilawan, Intan Wardini
selaku pemilik benda jaminan bukanlah pihak vang terlibat dalam putusan yang
dilawan oleh BRI, adapun yang termasuk dalam pihak dalam putusan yang dilawan
adalah suami dari nasabah debitur. Hal milah yang menjadi alasan untuk BRI tidak
menyertakan [ntan sebagai terlawan.

Adapun Intan bukanlah sebagai pihak yang turut tergugat dalam perkara yang
dilawan oleh BRI maka eksekusi yang dilakukan terhadap kekayaan Intan yang
dijadikan sebagai jaminan kredit tidaklah dapat dieksekusi atau non eksekutabel.
Meskipun pada dasarnya dalam suatu pembebanan jaminan kredit yang
menggunakan harta bersama atau harta gono-gini dalam suatu perkawinan dapat

dieksekusi tetapi harus dilihat dulu status yang melekat pada harta bersama yang
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dijadikan [jaminan- itu—Apabila_harta bersama ;itn_telah dijadikan jaminan hutang
kepada pihak tertentu terjadinya lebih dulu dibandingkan dengan pihak lain maka
pihak yang pertama ini yang berhak atas jaminan tersebut . Artinya adalah walaupun
harta bersama dapat dijadikan sebagai obyek eksekusi tetapi harus dilihat waktu
pembebanan jaminan kredit yang dibuat antara debitur dengan Bank dan waktu
sengketa antara pihak lain dengan suami debitur. Bagaimana pun juga Bank
mempunyai kedudukan diutamakan daripada pihak lain.

Penulis tidak sependapat dengan pelaksanaan eksekusi lelang terhadap benda
jaminan kredit bank dalam kasus ini karena pemilik benda jaminan tidak digugat pada
gugatan yang dilawan oleh pihak Bank (Pelawan). Eksekusi tidak dapat dilakukan
terhadap pihak yang tidak diikutsertakan dalam suatu gugatan. Oleh karena itu tidak
selayaknya apabila eksekusi itu ditujukan terhadap benda jaminan kredit bank.
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IV KESIMPLLAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan :

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapatlah ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

1.

(]

Hak milik tidak selamanya dapat dijadikan sebagai dasar gugatan perlawanan
pihak ketiga. Perlawanan pihak ketiga ini dilakukan terhadap putusan pengadilan
mengenai eksekusi lelang benda jaminan kredit yang telah dibebankan secara
credietverband kepada kreditur (Bank). Apabila Bank dapat membuktikan bahwa
jaminan telah diikat sebagai jaminan kredit sebelum adanya sengketa yang
dilawan maka eksekusi menjadi non eksekutabel atau tidak dapat dijalankan.
Pembebanan jaminan secara credietverband yang dilakukan oleh BRI dan nasabah
debiturnya sudah memenuhi semua kriteria yang terdapat dalam peraturan yang
mengatur tentang credietverband (sekarang Hak Tanggungan). Pembebanan
credietverband vang dilakukan oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) tersebut kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Tanah
membawa akibat hukum bagi para pihak yang melakukan pembebanan tersebut:
dan sertifikat Credietverband itu mempunyai titel eksekutorial.

Faktor yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima karena secara formal
gugatan tersebut tidak sempurna karena ada pihak lain yang tidak diikutsertakan
sebagai tergugat dalam perkara Nomor 133/Pdt.PIw/1999/Pn.Jr tersebut. Hakim
memutuskan bahwa pemilik benda jaminan kredit yang diagunkan kepada bank

kreditur juga disertakan sebagai tergugat.

4.2 Saran :

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan adalah

sebagai berikut :

1.

Bank dalam hal ini harus dapat membuktikan bahwa benda jaminan kredit telah

diikat jauh hari sebelum adanya sengketa antara para pihak yang dilawan namun
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P)

HekiD gt Reld i tor i eniverSas IR e

dapat membuktikan dalil waktu pengikatan benda jaminan yang dikemukakan
oleh Bank.

Kreditur harus mengawasi dan memonitor keadaan benda jaminan kreditnva
walaupun benda jaminan itu tetap berada dalam penguasaan pihak debitur. Hal imi

untuk menghindari keadaan di mana kreditur terlambat menyadari bahwa benda

jaminan vang menjadi benda jaminan kredit ternyata menjadi sengketa antara

pihak lain dan kreditur dapat mengambil tindakan cepat dan sigap dalam
melindungi benda jaminan kreditnya.

Faktor vang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima ialah ketidaksempurnaan
secara substansil menurut hukum acara perdata. yaitu tidak ditkutsertakannya
pihak lain sebagai Tergugat. Pemilik benda jaminan kredit sebagai pihak yang
tidak terlibat dalam putusan yang dilawan tidak dapat dieksekusi terhadap harta
miliknya oleh karena itu sudah selayaknya jika kekayaannya tidak dapat
dieksekusi tetapi Hakim vyang menjatuhkan putusan perlawanan tidak

memperhatikan hal tersebut.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Arief S, Undang-Undang Pokok Agraria dan Beberapa Masalah Hukum
Agraria, Hukum Tanah, Surabaya : Pustaka Tinta Mas.

Darwan Prinst.S.H., 1996, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata,
Bandung : Citra Aditya Bakti.

Gatot Supramono, S.H., 1996, Perbankan dan Masalah Kredit : duatu Tinjauan
Yuridis, Jakarta : Djambatan.

1. Rochmat Soemitro, Prof., Dr., SH., 1987, Peraturan dan Instruksi Lelang,
Bandung: Eresco.

Hasanuddin Rahman, S.H., 1998, Aspek-Aspek Hukum  Pemberian Kredit
Perbankan di Indonesia ( Panduan Dasar : Legal Officer ), Bandung : PT.
Citra Aditva Bakti.

Mariam Darus Badrulzaman, Prof.Dr., SH., 1991, Bab-Bab Tentang
Credietverband Gadai dan Fiducia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Victor Situmorang, S.H. dan Cormentyna Sitanggang, Dra, 1993, Grosse Akta
Dalam Pembuktian dan Eksekusi. Jakarta : Rineka Cipta.

M. Yahya Harahap, S.H.. 1995, Ruang Lingkup Eksekusi Hukum Perdata, Jakarta
. Gramedia.

1996. Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan
Pengadilan dan Arbitrase dan Hukum Eksekusi, Bandung : PT. Citra Aditya
Bakti™

Mgs. Edy Putra Tje’Aman, S.H., 1989, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan
Yuridis, Yogyakarta : Liberty.

Muhamad Jumhana, Drs., S.H., 1996, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti.

R. Subekti, Prof., S.H., 1991, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.

dan R. Tjitrosudibio, 1994, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Jakarta : Pradnya Paramita.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Ronny itiio. Sumitro.1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,
.rakﬁléﬁaiﬁ@m5|tory Oniversitas Jember

Siswanto Sutojo, 1997, Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan
Kasus. Jakarta: PT. Gramedia.

Soepomo,Prof..Dr, 1969, Hukum Atjara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta:
Pradnva Paramita.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Prof .Dr.S.11..1981, 1ak Jaminan Atas Tanah,
Yogvakarta : Liberty.

Sudikno Mertokusumo. ProfDr. S.H.. 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia,
Yogvakarta : Liberty.

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta
Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Reglemen Indonesia yang Dibaharui atau Herziene Indonesiesch Reglement


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Nomor

Lampiran

Perihal

: 1423 3. 25.1.1/FP. 9 Jt‘-ﬂlbt‘.i',

UL NAL ¥V ALANGITA A Shb? 2 FRAITARIRJA

FAKULTAS HUKUM
1L Bdlimantan 37 Raslpts Tegalbotd\Kotak-Pos9 Jember (68121
& (0331) 335462 — 330482 Fax. 330482

11 Mei 2000

"KONSULTASI

Yth Xepala

Bagian Sub Arca Mikro

Bank Rakyat Indonesia Cabang Jember
di -

Bersema ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember menghadapkan dengan
hormat kepada Saudara seorang maliasiswa

Nama : SAIIDRA SIHALOLQ

NIM ‘95, 212

Program x5 E
Alamat ‘g1, Jawa IIA/20 Jemuers
Keperluan - Konsultasi mengenai masalab :

"Tinjauan Hulkum Pazal 8 UU No, 10 Tahun 1998
Tentan:; Perubahan Abtas UU No, 7 Tahun 1992

Tenban rerbm kan Mengenai Penyelebaian
tredit Berasalah A4 BRT Oel..—


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

‘updejauay / uesnind ueunn | "saga

Jember

UedIp Luep V_Naul BIILE] __:ndﬁm&mﬁ:ﬂ:ﬁ sruey _._muc_._ﬁwawz__hub

=

1n

par}

g uey

%2
cmcozaua see (i uedepuad newe uesmind  ueuruny ueszenpyip derp
R
92
Qrb ‘eAuyajo jesedip sruey ueyeqniad
:mgmﬁﬂﬁam: uep ueinyguessaq Sued eRNUE] Y20 [uEBuRIEpUBNP 1ENQIC
n “uBWE[ey 7T Wep Lpse 1w uedeiauad neie uesnind ueunn |
U - ueyneysadip yniun
Nﬂ@m.oc 3] 1653q@S JISYEIp [UrY eosul| SUBA UBME[

WEfep QU sueA vAelq UBNUEGIQqUIRIN

EIE
P jepn Ueme[ag ueueME(Rd T EEAlaN - NVSNLNd 18]

000 AN 80 TVDONVL:  NVSALNd

§It

S1TP

NN J0IS OLL SPE OLIDNS OAOI €
ONODONTINS ONON sud ¢
NH WS VO TV WIS T LvONDYAL
TAGWET P g Ld - NVMVTE
NOHOW:d
vivdd

[&igital Repo

va  Eva VIVAEEd  vivaEbdd NVSLNd NYNDENL - 181
MENA/6661/MTd 10d /£€1 - JOWON

FACTNAT T
.ruﬂnl_.ur.u—

VA IAOIN NVTIAVONEd

-


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

ember

BnFEUTJ DIy BAUUEESENNDY wepep ) gNNLS Uep HNdd eduel
Y o -[dz-d 10D onu L uep DY-9SLT-d AVTIR(0IAMD dn yotd “gemmmmmee
- JANYEY NVALOS U2|0 fesenytp FueA “(1un nyes ueyedniaw
Bl :E% ozl ‘N 2du igour ‘sojod uisaw uep HNY yesad
eng [ c@ov [2sal(] uBsSIN }Iow “Jaquiaf uarednqey ‘yemed3uar

=

sy ‘uesuedwiopy esa(] Ip eAuSEI[ISE} UED ped ueduijiduag g-——------

n -
= | -OLIDNS

a:

yajo awﬂ:n Sued “raquap udiedngey ‘YEmESSUS[ UBJBLIEDDY
dwopy ma ip yelpa)r Sued OYO) UBp YBWNI BUISAQ YRUBL ‘-
- upduop UBUR] SBIE UIR| RIBIUE BAUSEIE

12q m:no pAumensas e[udos PLIOSAq  YBUBI-YRUE) SEIE uBuiwel ugeyisuad
jaw YNl Jaquidp 1IRTAN u[IpESudd  BIdNUE] epedoy  ueyyeuudip
msﬁz% €7 [E8Buel I NJ/S661/D°1Ad/1€: JOWON  JaqUuIdf 1agaN

Suad emay uedeipuad ueyJeseplaq  BMUEBE -
.--ll--m.:li.. UCNd /S661 /D LAd/1€ © 0WON BiEpiad eieyiod wepep
[ LIBANTTR)IpESUR] P eiepiad eieyiad e1ySuas tpelia) el “eyd -ureg ip
\BlIa [ @v yeyid NiEs 1p [[ UBMBLID[ UBP | UBMEUD JEIUE BMUEY R

S inyuaq teSeqas ueeRAUAW 1T U /6661 /MIdIPd /EEL -
[ yemeq 1p Jequiap L1aSaN ue|[ipeSua] Ip IELEPIp B[R Suek 6661 1PQUIDAON
UBLI9) UBUBME[ID] 1BING  UBNIESEPIAG UBME[DJ BMUE] “TUBQUIUIN----==
VaVHAd VANNNANA ONVINAL
=5 eI YB[2Q BNPY 1NG-1NG :mxwa_..moz ....................

uemedq ueuemead BOBRGUISIN-------mm

gngosia)  1aSaN  ue|Ipesudq--—--- —

SIENVAVTIEL ---- 1edeqas Ingasip eduinfuepdg

tJaquuaf

uaedngey ‘Funly uejewesdy ‘ueduedwoly esaq P [es8un jedwanaq
SONIW MOIS OLL sBlE O.LIONS OAOL £~

-—1eeqas Ingasip eAunfuejeg

SIINVMYTEE L
¢ laquiaf uatedngey ‘NG3ue] UBIEWEIY UEIIAN [NSBUE ], BSICL

tp [e83un jedwonng ‘uelm n33ue] [LMVS NIL VIITAd AN ey
ONODONTANS ONON Sid T —

TNVMVTEE L 1egeqas
ngesip  eAwnfuepps  ‘1oquiap udlednqely  NIEQIAGUING  UBJBUIEINN
‘Neloso X esa] 1p [e85un jedwouaq ‘NRI0SOA VININNM AN By
HH WS VAOTV WIISOW [ 2=
CNVMAVTIN
I NV MV 1d 1ngasip eAunlugjos
“esng BUENE[ Op-pp JOWON UBULIPNS ‘[[ 1P UBNNPNpay1aq “6661 PN 11 [ed3ue)
§C  JowON eseny uexiesepiaq ( OYASA ) BISAUOPU] 1eANey jued 1d 1$¥21d
1I{EMaW INGasial eAUUBIEQE( We(ep Nepurliaq iul [BY Weep Jaquiaf ip |e335un

redwanagg “Jaquiaf 1p ( OUASUAL ) Bisauopu| 1eANEY jued |d SBIEQIR | UBOIISId]

Fueqey wdwiwag  NVWHOVY  dNddY

eiRlUE  INyURq  1eFeqas
uesmng  ueymelusw yey ewepad jeysun ueppeiad wielep  elepiag eieiad
—eseygad 1ipeduaw  uep esyudWRW Suek  Joquiaf LagaN UB[IPRBUDJ---=------==-=
vsd
VHVYIN ONVA NYNVHNLEN NYRRVSVAQEId NV TIAVEN INGd-"7"""
ACNA/6661/MTd LA /£€1 - MOWON
NVSNLNd


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

—
QO
O
(5
—
n M Nd/6661/XT LAd/ST - JOWON "666 1 LR4OHO
18112] .%So:um 1BING BAUUBNIEN[OYIP UBIRQIeIdq SUBA Jaquiaf LOBIN

ad ma.oﬁnmauu_ [ UBME[I2] UBp | UBMEID] ueuotjousad emyeg----------
S S - Jaquaf

Ve

E:ﬂmmnmmzﬁv_ epedoy [| UBME[IO [ UBP [ UBMELII] 3]0-ElIS UBUOLOULA]
.::Ec.o@oo_ 1QWIAAON /] [e83uer ) wey ynel [[] UBMEA] UBNUEIOSIP
“Emcon,uv./,:pu&ﬁ BUSIP  Ue[dl Sued ueundueq InYUSQ YBUEL BMYE(Q

p Hamvama [P INQASIa]  UBIBIN-UBIEIN JRYI[DW uesuap eMmyeg---—---—----

- — uemepag epeday ueyundeip sues “laquiaf uaedngey
uaf :.m@muou_ ‘ueSuedwo|y 89| JOWON NHS UBSUIp 1BNS3S  UR[EPE
q cm::bug?ﬁ IpIA ) SeIR 1 INQasia) “rRquidf udedngey ‘yemessuaf
b | S,DWEEEA esa(] 1P ‘ONIN OIS OIHL m& OL1I0NS OAOf
e 030} NEJE YBWNI URUNFURY UBP YRUE] INYEIHIP npad  emyeg----------

m ............... (Td  mng)

N Q€ _m@! €661 / | 7 JOWON PURGIIAIANPAIY) IBYJILAG UBSUID 1ENHP Y[
1l :m@uh mst yiw ueundueq nyUaq Yeuel depeyial BARE----mo--

(-4 1ANQ ) ‘{1 UBMELIR L INS] [LVIYAN] BWeY seie NIUA NPH IEYUIRS
‘(7 nq ueunfe Y2AQO ApIA ) SEIR IP INQISIN PUBWIBZRQDS UBUIWE[

edruaq ueme(aq epeday upaiy ueutuwel
uaW YE[A) [|] UBMELD] INQ9SId) JIpaIy ueunge 1z3eqas euew 1p Sueymd

ueSunqny 1pelia) ye[al []] UBME[RL ueSuap UBME[3{] BIEIUR BMUBH---=----=-

e G66 | SMISNBY [ € [B3BuE Y[ N/S661/D LAd/VE/1 £ JOWON

[ ueelkuad eleoy eIag ueduap ueuiwel vlIS UBNNEIQ[IP UE[91 SEIE I

1NQasIa) UBUNSUERY INYLIAQ YBUR) — YBUE] SBIE BMURE -~

] ueMED [

uep [ uemepd] uewuiuad ynuaWDW eund  UBNIEN[YIP INGISIA 6661 10O
20 [233uml 666 1/XT /ST JOWON UBP I{UJ/S661/DIPd /1€ © JOWON “S661
smsnSy 67 [ESSueno) Joquiap wadan ue(ipeSudq By uedejouad emyeg---—---
e - OLIDNS OAOL Yolo tesenyip Suek soquiap uagedngey “yemedduap
uerewieooy ‘ueduedwopy esa(l 1p eselpquing "AD PRI [EM DNIW MOIS

OIHL / OLIDAS OAO[ Bweu Seje 040} “Yewnl upundueq UBp YRUR] ‘T----------
¢ Sueqiad muid mes

Fuijiay yoquwa) ueSusp Ise1eqip uemeAiey /1sya1p ueyewnIdd /yewny - -

1P [Miey “selaq uelesewad 030, -

© yemedguar 1p eselloquing "A D loluEy -

‘iped ueanwaf gue] -

«dminpay Suepnd uep eynQaa) Suepny -

- 1ped ueSuid3uad sejifise]

< youp jaw yenq [ 1oysaid wisapy -

< youp yiow yenq £ nny yeoad wsap - -

- 1osat(q uessIN - yerS3uad wsop -

: SBI|ISE] UBGUIP---------"Jaquaf uatedngey ‘yemedduar
ugjewiesay © ueSuedwoly eSA 1P RREA NVIL ONOLL / IANVAV
NVALOS FWeu sele  seidq juqej ueundueq uep yeue) Suepigag |-

: ueSuap yeur) SEIR UlE| RIBIUB BAUSEIR
Ip epeiaq Sued  eAuniensos e[efos BUSSAq  BUEI-YBUE) SEIE 6661 JAQUIDAON #() -
:wwwcmm ‘siwey LeH ‘UBUIWE( SIS UBM{E[2W Ynjun Joquiaf 1198aN uejipesudd
eiaueg epeday usyyEiuLRdip YRRl “6661 1R4OMO TO [e85ue) I Ud/6661/X Pd
/ST JOWoN Jaquidf LaBaN ueipesua] emay uedejouad UBNIBSEPIA] BMUBE---------"


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

S
)
O
&
)
)
7p)
-

4aﬁ3an ip wnjueala) Sues pades vAuselelp ueunfueq

euR) mﬂ.ﬂl\wq:._Es_. e)IS 1[EqUI2Y INQEOUIW UBp JEyFuBSUdW ynun

39N :q&r.uamnum eis unl neje  eiajugd epeddy UBNYRIULBWAWN "9 -=wm=mm-m==
15q0RO ZIPIERSUE Y[ Nd/6661/XT 1(1d/ ST IOWON J2qUIdf UAFIN

d n:ﬁ.vmm:xumxm uedelaua BUIS ‘GAEI SMISNBY [€ |eddur
oo:c.@m:m DIOWON BIBDY RIBLISE UBP ¥['Nd/S661/0 1dd

woN “ChEt, SmSndy 67 [eSdum  sequiaf LIDBN UR|IpRSU ]

:S:Ea.amm uedejouad see ( ua|Is 10912 uamng ) wnyny

mub_:n_.ﬁ_ NEpU uByRIRAUSW RAUNEPI-YRPIAS NEIE UBY[RIBQUIDIY ¢ —----=-= -
n
O

ueuiwelR4qo 2p1a ) INgasia) eAuselR 1p epeiaq Fued ueuniueq

S wmyny InudLL yes yepi

[euE] ueunwel 1snyasyd uep ueuiwel eus UBNRIBAUS|N “p =---======rn=-

¢ ( z anng ueuturel ¥24qo 2pia ) INGISIA) ISNYS¥IIP

' BLISIP .mml.a ueunueq INYUaq YeUE) LEP (S SURA PUBQIAARIPALD)

: m:uwu:._alm Ye[EpE UBMEBID] BMUEQ Wnyny [RFeqas UBNRIBAUDN '€ -----—meees

[@))

BA :mB@ [R[EpE UBMEB|9] UB|EDE UBME[D] EMUBQ UBNRIBAUSIN T ---=----===-

¢ uoyowd g ueuoyounad ueyNQEFUAN | -
UHIVINIRIA

© myjuaq 1edeqas

* yjieq pEYNLIS] BLISS ES UEp

jow 1efe Jaquwop LAGoN uejipeduad BN} 1BULIOYIR) Suey epeday
BME|9 Ul UBSUAD 'SEIE IP INQISID) URSE[R-UESE[R URP [BY-[BY URNIESEPIAY - BYBN

Sl uemepa]

remeo] ‘] UBMBLID] ydj0 eAuuvieusqay [eySuesip jedep Nepn uep ynualo

11Nq — 1YNq UBNIBSEPIaq 1BnqIp Ut uBuemejiad BMYBE-——----

i( deysagy

noeasasuo?) ) ueuiwe( ens ueyeuayip 15e| jedep yepn eAusnieyss ( umme[d ) yueg
epeday 1pary ueurwel ueyipelip yepns SUes [[[ UBMELID |, :ﬁ.‘. yijw ueunwel fueieq-gueleq

depeyar eyew swie 1p NQasia 1suaprudsund undnew wnyny unUAW BAYEE-—------

¢ ( re-7rr uewepey ‘-sg6l uenqiauad W VIN 4210
wey)qiap Fues eisouopu] Isusprudsung  nyngl apia ) | Fe|SIg] 1101BAIISUOT UBNEUYIP
jedep yepn  eisauopul 1eAyey Yueg epeday Sumny ueunuel ueyipelip Suel Sueiq
-Suereq . - emyeq ueyeieAusw eAuyoyod eped ‘g6l DN (€ [eSSurLR) $861/ LAJd/MP6E:

jowon 3y Y VN suspnudsung  undnew wnyny o junudwl emyeg-——-

L INQasial

[[I uemepal wst yijiw ueunSueq nyuaq yeuen depeyial (snyasya uBNNYE(Ip UBNE 6661
1aquadon 0 [eFdue eped 1aquiap uaBaN ur|IpESUR BINIUE uveigiuesad ueduop puBw
1P 6661 2G040 70 [B33uR) “Jaquap LaSIN ue|lpEsudd WIeH sipalepy eniay uedejouad
pAUEpE URFUSP URYINUIp 1BSUES SEIR I INQISIOY ||| UBMEUSL LISE YI[iW ueungueq uep
yeuey sele yes Jued puequRAlIpaI) 1eyyiLeg Fuedowad efeqas ueme|ad emyeg--—---—----
........... “Inqasi fueieq seje uefunuaday redundwaw Sued ngasioy ueyeeseunad neje
ereyiad sen| 1p yeyid neje eduay yeyid wdeqas uemejag epeday UBIGNIDY 1BGINE BABQUIDW
yeAe| YEPU UBP URAD[2I YEPI) ESSUIYAS [[] UBMELID |, URTUIP || UBME|I] UPD | UBMEUS]
prejue W ueyejeseunad ueednisw Ifud /S661/DWPd/IE ¢ HOWON  BIEPId eagyad
Wejep ]| UBMEBU] UEP | UBMEUD] upiednd unuefusur ymun ] UBMEHIL INSE yHIW

eAuseie 1p epeidq Sued niensas e(edas inyuaq yeury depeyal ISnAsYI UBNIYEDUL ymun


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

| ueuEMBIa] BAUIRGIYE ( uastad

ember

[0 ) 95 () (EYPUSL YR[EPE UBME[3J [BI0W BYEW Y1 SO [V yunuatt

J

— pipSaN epedoy eAufumny ( 1edeq new yeph ) Guejdwadu
neje esg wyepy Sued ueyn] uesmnd Sumuoudw ueme[Rq 1eiaq ‘deray

S

r %am. ndogsou shumsuturef fequ speduep ( uasad winyny uzEnyayIaq YerEr Suek MrNd /S661/0°LAd /1€ | towoN uesmind

_&E«m.ﬁq? mE:fx,oco._-u\oocmhmmunu:.%sﬁ:vuz :ﬁ_EEEuE:%w:S:uEE;E«v«:man_umu_EEzcﬁmmmmE.Enm._------I-..if-
- —
TISAASMA WYIVA

Jipary Emﬁ uep Jesed nunqud UON BISBMS BYESNSUD] (B ---memmmmm =2 ¥
> - yjuaq wdeqas ueqemel ueynfesuaw

(- - eAuse(al edye1 ueiwouoya1ad o
' : BAUBSENY IN[B[AW || UEMBHA] UBP | UBME[D] UBMEBIDJ UBUBMELIA]

u x:E_.Um.mum uifue iedepusin  nueg] dpi() BSBW  BUIE[S pluppe uefusp ‘uemedd ueuemepad  ueyedeqip nsz_‘cm_um ‘|1seyaaq
3 d ¥ 5 : 2 > % 17 [

- mszNw:m> UpRqMY [BIOW  1PQELIPW UBNEPUDIOW UEP . yepn 1dma) ueye yeyid yeaq ENpay  UBIBWEpUIW N{E| WINEH Fuequiuapy

CH'S CAVIAHY UBP H'S NVOIEVL NLLINN

@)

Ny :ﬁnla\m__wiux ueySunieduaw Sued  [yg weqeldd wnuyo od&y S VIVNVANNS SLRMA ¢ vwewaq  edueseny depeySusw Sueiep
Jeuioyiaf Jues  wiyey st epedoy ueieyrpadwow ey ([ -—-=-=smrer [1] uemepa ‘6661 1aquadoN £ [B35URL ‘666 1/LAd/HMAI /EF - 1OWON LadaN
o s grewas 1dv Jeuuoyial Suey siplep ueppeiuag Bmey uep snsnyy ull] ueypesepinq NVSVH AVINVHOW

- pAueseny depeyduaw Sueiep [] uemela [ uep | ueMelRL “H'S TANAHVM

yo[0 epllfoup Sued UBMB[D] UBUBMED] ueyreqrad ueewuouad

u ey eAuueyng jeuuoyay Fued sipfepy wieH BuLRIp ONVENVE uep  “H'S ‘OLdvIANd SITH :, elueseny depeygusw

Eammg_maaux 00°C wel ge6] 12qWIs 7O [ETTUE) I UBGRME( "q ————--"==="=" Suejep uemejad ueydeanup yea) Sued Juepis Ley eped emyeq ‘Suequiuapy ------------- -
d—

|-|-1:rm.u.--l¢i|JE:xsw_ yedouag wredy yajo yeseq deyfuenal ¢t ereyiad vAviq

[ou neyFpuaw yepns Fuek UuBME[D4 [B1OW eAuBUDIEY BITUIYSS IN(] 1eARQUISW YNIUN [[[ UBMBIS] UEP [[ UBMEUI| ‘[ UBMBLIL wnynyguapy g ----m-mmemeeees

1y [eioul Tpefustu (eqruaq Ye|a) WIpUE(] UEp S2IUE(] [RIOW BAYEQ < upuemepiad undnew 1sesey ‘Suipueq epe undnejes

Koy ueSusp ‘Joquiaf WIPOYN UBP IqUIS( soajodey epeday iuny nnyep yigapar ueynyepp jedep 1wl paeytad wepep uesmind UBNBIBAUA L ----mmmmmeees

I uemeldd )

Ly 1wey e[l 0090 Wel ‘6661 12quasa(] g0 [E3Tue) IWE UBGUAB[ E -oomemrmmmmm
yueg 1p ueutwrel ueyipe(ip (|21 SR 1p INQISIA1 YEUE] BIBALLD) Guejp

‘0L1DNS
OAOf ys[o tesenyip Juek saquisf uzedngey ‘YemeSTus[ UBIBWEIDY

- eyRW BAUBUDIEY,, WIPOY URD S21]04 HEP URBSENNSY ueunynp

ppuow,, uenlny ueduap ip “JAqud[ || eySur wnyny Seqey ‘¥{80

| “sasjodey epedoy ueuemepad jeans  uesnquiay uwjLaquIatL ueme|2d

soquindopN 0 [235UBI  UBME[D] UBUBMED] IRING WEIEP  BAWEE Tromemm ‘ueduedwory esa 1p eseloquing AD AN [EA ‘ONIN OIS

OIHL nE® OLIONS OAOf BWEU SEJE 0YO} ‘YEWNI UBUNFURG UEP YEUB]

¢ ((eseny] eyepy Suex ueynj, JE[EMNY ) JRUIR[E YB[ES UBMB[S] ~——==-=="""""""


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

{ SBI3Q 10195 YEPN [| UBMBH] UBP [ UBMEBLISL ‘b 1] uemelIa ], qEGaS
210 :mﬁu:_u RAWIYR [] UBMB[ID | UBD | UBME[I3 [ LED Fuen ueewuauad
reyny ESuREpuRUaW Sued ‘eAuviByEpUSQ YB[EPE ]I UBME[I2[ BUBLIID
qUING m epedoy uByewLAP J4N Fuen Funs3ue| ‘661 / 0661 Unyel :

uep :MJN_ ) ueduey uvepeduad upary ueyredepual [[ uep | UBMBLIA],

(0] | UBME|2] UBGUDP [] UBP | UBME[II] BIRIUR uedungnyf ‘(8 -
o Jnyuq 1858Q9S YRIEPE
S =3
MBI _.mw UBME[3] UBSUSP [[ UBME[ID] UEP [ UBME[ID | BIPIUE UESUNQNY BMUBH T
> ¢ ur eaepad yoyod
=

eyynsewspedep eAurity uoyour ‘1sdosy WejEp UBNIRIN IWEN fueA ede emyeg °|

TVIYMYAd MOMOd WVIVA

=> _
—
© ¢ BAUYNIN|DS UBMB]D] UBUEWEIA] YE[OUDJN --=--=--===
—
£ BAUYTUN[IS [] UBMBLIA [ UED [ UBMELIS] 1sdasy T BWLAUIN =---—-------
@
(@X :nyjuaq redeqas uesmind ueyuIqUAL Iede JPULOYI)
EH i ppedoy OO [UIRY ‘SRIRIP INQISIA [BY — [BY UBYIESEPIAE ~——--==-=

eeeesmamms-———-—: 115Bd SURA UBME]D] UBUBME[I2 ] 1RING NIENS ipeluaw

a

quiasac] 'z (eAFur) uBUBMELID] UB[NIAqWIA] JRING UEP 6661 1RQUIAON

(@)

jue :nmncum jeing nueddusw ueme(dd epeday ueyyBlUUAWRAW

jeunoyss) Sueq sieley wiyey epeday uoyour [wey BAUBUDIRY —--m-m-----
- © ¢ 1nnq ruadas urysndeyip yepn neie ueysndeyip 9

tedwes | : epeday upyredwesip uesnquia) emyeq ueyeiEAUIW SEF3] UEP

L

Il UBMEB|2] WNYNY BSENY ‘UBME[D] UBHEME[ID( 1BING § UBWE[EY EPR] o

: upyFuepas

J UBUBME[IS UBIEQI] 1RING Ydjo upyeqriad epE YEPN ueyeIRAUIPp

uem B[94 UBUEBME[I34 lBING ¢ UBp ¢ UBWE[ERY eped (q——
¢ UBMB[2 ] UBYIBQID JRING WE[EP UBYINGIsIp eph

E[EPR URQRUP YEPN SuBk 1BWI[EY “UBME[2] UBUBMELID JBING | UBLWIEEY EPE] (B e
Jnyjuaq

tefeqas vAusepal (uesnquio) eduer uwdudp isueredsuen uou ryepudydudw )

UBME[o] WnyNY BSENY Uep ( UBSNQUIa) Bwi| uESuLp 1surredsuely yepuaysuaw )

ueme(aq tsdasiad eyrjaw efiq enna defad ipeluaw ueyyeq uep nqe[y nee nqey

pefusw yeepe 661 12quasa(] 7o [e35uel uemelad jemng ueduap uey[naqIp

Fued ( 6661 1PQUIRAON p() [ESTUBI ) U] FUBA UBME[IJ UBUEMELID] JEINS BMURE "g---====="

‘upyuaqip ueduel uoyow ey ‘veundwesuad ([

1ad s ) 94 [0 eAuey undpjsout ‘uBme|d ] Ya[o Bleduas ueduop ueynye[Ip
yeja) Suedk sesaq  esop uwengiad undwieduow 1ENes — I[EN3S uesuel
PALNEPUDY UOYOW (WY [Ul BIEYIS JBULIOYID) SUBA sijaley wiyey emyeg (q ------—

SEIR 1P ING2sIo)

elepiag mieyiad welEp YR[ESEULIDE HPAIY UBLIDQUA YMun nyepaq yeph

yejepe (g npary uetluelad 1ejHp ye[s Jued Fueieq seie [Hg wnyny

pAURIRIUE 1P Y[ Nd /$661 /D' LAd /1€ © JOWON BIENIS] sifaley wryeH

yajo uesiqey-siqey tefeyip yeia1 Junsiue| YEpH BIEAS UBME|D] BAVEE] (B ———-mmmm-
- nyek “eusioyaer ue g wiyeH stplepy epeday ueneyad uejuoOyOW IWEY T -

¢ uafaN 1en 9y uIp

upyURaW ueye yepn emyeq utwelip undoysow ‘eAuusutwer 1ejiN epeduep

( uasiad ynind enp ) 94 07 [BwIsyEW NN LGP eusejol “jedei-redes

dmnyip wAusen|isey uep sesed uep |20} euyip munqud eisems eyesndudd (q


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

sitas Jember

peAWwerSaquIap UaFaN UR[IPRSUR] BIEDIa BIANUR] JOWEHN 1p esellaquing

e

IBI0N ﬂw upoUAW MW Twey epeday uByyRWLDWOW WEH siplepy B

: clmuEu# MO N/S661/D" LeId/ 1€ Jowop eieyiad ueduepisiad welep exnyes ¢

-~ t pARQRING
e
—

funpan) (D) NI BEIen(ay unal unyel den Suek © NVYMS WY WEIT AN
]

=t L@.@ Jesyiynuas ueurwel yeins Jeynuad NIf1 NAOH Yeue ‘DONIS HOH AN

@)
Il‘pa:_Em_.mcEmn uedepdduad “NITL NFAOQg mueuaw Yeue "ONIS HOH

..... .
1----i_.mminw_.< — ueSueduopy 1p seiaq yuqed yijrwad £ -2y Yeue ‘NVIL ONOIL

00500 1enjay Buuas Sued ¢ - 2y yeuR SPUL AL seIR ANV NTOS AN

(@)

o < psel1oquIng “A D Y10 B1eSWwl | — 2 yeue "ONId ONOIL

@)

et psElI0QUING "A D) ANIYAII(] URIPNWAY BIEAWIR) °9 — Y YRUB 'NVH DNOIL

—eeeeeant pSIYRG 1P STIOQ Yuqud Yiiwad § — Y YEuT “ONOS ONOIL

— ¢  NVMS INTY AEIT p - 2y Yeue ‘ONI NIFL fwens 'NIfL NJOH

57— Yeue ‘[ LVIYANI / AV NIFL 1Wens [} UBMEeUDL ‘DNIW HOIS OIHL

————{ BAUSUIZION BIYY BpRI} NEIE BPE ) [ 1EGNTIa L ‘pseliaquing ‘AD

: nyuaq 1efeqas ureAnd ueieses uiuap JaquIaf uadaN

i

e

Juad 1ema| vlepia ] 1e3nS3usw || uBMEBIA ] URP | UBMELS] eAunyyy (g —————=

¢ pAuuriesajaiuad epe nieq ‘deja | winingy ugenyayIag
yejar Sued ueipeduad uesming ueyiedepusul UBNSPIBRYIP || UBMEUDL UEp

[ UBME[ID | UEp I2qUiaf
doydapey eqeldg wnuyO mueqp (ussiad snieids) %001 ONIE DNOIL

qeqas upyeuEsyR(Ip [B8E8 ‘pe6| Jaquadeg 60 [edsuel MANA JC uryeaiua]

L b661 1equiadag
60 [eF3uRl DNIE ONOCL ueynye[ip ueye MMOA dd nee BAUIBINS-IBINS
ueyesasuad ummied ueSuap ‘lwey epedoy NIfL NHOS Uen] Y210 ueyyelasip

Funpad ueunsueq uep Sueqsad muid PUNY-DUNY YIRS YNSBULID) esellaquing

(

A

C

“AD) 1958V BUBLIID [ISBUYIA] p66] STUSOBY 60 [E55um OQLMVA 2 ueyeiiudd (1

D BURWIIP NYAS NI AT “AN edren[ay vleday ueduop 1eyeiniy YeIBMBASNA (B ------

“nitek ‘esel1aqung “A D SUBION BIYY UBYNWDIONIP YEPh YR[319S [[ UBMELD]

uep | uBwea] yajo ueynye(p uee[dd eped dd3 ueyedsun | ueijequiosuad ededn emuyed ¢

‘urme|a Juen Ye[epe Jesaq ueigeqas
puewip (yewdny eing e ynind ewig smey end) 00°000°000°€ST dy 1esaqas
ye[epe []] UBME[ID] / BSE[ Jaqung 'AD eped || UBME|IA] UEp | UBMBA] Suemmd
b661 Jequiasaq] |¢ [easue eped Sued [|[ ueMEl3] YI]0 UBNEUND || UBMELL
uep | uemepa] eAwnyye eped Sued [|[ uemepa] / BSE[ QNG 'AD ueduap
PWESELI2YG YMIUN [| UBMBLDL UBp | UBMEUD[ epedoy uejyeluuswow 1aquiaf
doydopey eyew (] uemepa] / VINYNY AN P HUn nes punoy| Apauuay 1un g4
epe anwi | emef 1p) yewunawad yajo Sojoq sepurls uoN unueqip (punoy Apauuay)

pyuswy uemueq ( wel / uoy €) ¢ - (NINY) Wun SN 201y Bungnyiag

(1] UEME(ID ] UBFUSP | UBME[ID | UBP [ UBMEID [, BIEIUE UBTUNGNH (G-

- efutseun(aw ymun 1aquiap weley uep doydapey Yyajo n[eas ueNAUp [ UBMELD ],

uep | uemepa] euzwnp yeidna el uesnjel J4 ueyedsum yejpipela) edduyas


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1aquuiaf uadaN ue[ipesUa ] BnIay

ember

194 UBNBUESYE[AW yMun [| UBME[Id] UBP | UBMELD] UBSUID vweselyag (q

¢ yeAueq dnyno yisew ure| Suelo

as

puseieip BUEK (1] uemel1a ] ueedeyoy qrqos Jaquiaf LadaN uresyeloy epedoy

90
\B[12] :mw:m?g ueIaq UEp [[| UBMEB[IS], umE[oW ( uasiad smeras) 95001 (v

: :m,ﬁmw PURLIR|IQ 18ARGID] UBYE UBME[D ] UBISIIaY eAuyreqas idey I uemela ]

a.ﬁmtu._msm__uzh UBME[2 ] B[Iq TBWER UR[ES URP ¥['Nd/S661/0 LAd/(€ * IoWoN

lesnIng BEAE[U B]1q SEIY NNINYI9) UBP IBSHq BSOPIAG UENE UBME[ BAMYERY
—

(@) < (ui BURj

e
1p eseny ZREN SUBL ueynp [Iyem 1eSeqes yeuewe ueyjedepuaw yepa) Suek

o

i E_gminﬁ.ﬁﬁ epeday ueyypias twey vAuynuadas nele YNJ/S661/D" LAd/LE
| Baey) eep uemej2q yueg ueyodweiad neje ueyerefuad ek snsnyy euepld

1eqijIal ._tﬁm_m}é:o 1 QBQas NYRIq YEPI UBp Wy 1Wap INGnD Ye[epe ., ¢861

¢ [e8SuATER6 1/ Ld/F6E Foy | ¥ Sundy yrweYEN isuapnadsun g undnew

(@)

wnynH .,D.?Emn pdnpuaw jedep ey exew (ueuiwel ©ISIP) UBME[J Y210 Npaly

God 1eynp ye|ar Sued [|] uemepa] ueedeyay depeyidl Y[ Nd/S661/9 1Ad/1E

DN BIEYID4 WINeH stafepy quietp Fued yeySuel-yeydue| uBNIESEPIDQ BMURE S

19 Suidy yeweyyEpy Lep

IBSMING BPE UE[A10S 1SNYASYT BIS UBYRUESYE[AW UBYE LaFaN uefipeduad (7

¢ jaquaf LaBaN ue(IpeSud

1 ueme|aw DN ONOCL quqas Se[sag] 11012AIaSU0T) UBNBUBSYE[ID [eden (1

s ek
‘nnqury — 0N nep 1p Suepn yequie) edniag ONIE ONOLL YHIW [[Enoay 1edndn g
vied uvekeyay depeyia) ueuturel eys ueyeuesyeW dela) QUL uafoN uepipeduay
idera) uBe “||p SHIA 2PULD) Yueg urSUSp ‘WIS YURE] UBSUDP UBME[] NEIE [ Y €
ueguap upary ueilueliad 1B YE(2) BYRIAW YBUE) JBS2q UBITRGRS BAUEq UBYNYEILA]
wwey ye[d eAuwnpegas undpyseur [ jedngio] uefuop redwes | 1eSnS)

upeAryoy enwas depeyla) UBUIWIE( RIS YRIULDJ JBING UBYIEN[2FUW WINEH sijpley 2

‘eAutsiut uep I1sia uep Fueduniuaw

Fues 1aquap doydopuey opuewoy nme ymuuad jeqrye iedeqas uemeRd

piedou Suen yepepe iesaq ueifeqas Sued ( yeidna el esn ynnd ewry snjel

Bnp ) -000°000 €57 "0 [BWIUIW UBISIIDY RILGPUIL [[ UBMESD], UEP [ UBMELIDL

yago myeayIp Bued (Y eAUSDSNUY TRAYEY URILOUONRID UBIMOUBLAYN {g ==
- ugp (yeidna einl smes weu?) 000 000 009

‘dyf 18S2QIS [BWILILW URMEB[I NEIE Iaquaf Jueqe) [ ¥ € nele predoN ueidmay (| ——--

: ueyqeqaAusw

Suek ©_NVMS NI AT, Benay P ONIE ONOLL Y210 helotp Sued aquiag

| ¥ g uep doydapuey yngm wepep 1pef1a) fued awsnodan — 1sduoy — 1snjoy

[npni ueduap pa6| ueyeduaLad JiyyeIa) uep Se6l yelas “soquiap uadan ueesyely

2y ueyiodeppw piadas ymun nwey epedoy URNYRIULIWSW UEBp SNSNUY BUEpld

(uasiad puny ynnd ynfm) o ¢z 1w wieysad Emyeq upyeieAusw wiyey siafe q

*sayipurwoy “(wnyrew(e) H17 HOLL (2 =

et [[[ UBMEIA [ TUDY “INPYRIICT [1YEAY YE[EPE “ONIN OIS OIHL (q -

- < amyaIC] Ye[EpE NVH ONOLL (2 -

© eAv[eq INYPIY ILWRY NIBG BUBL P ‘1Ul U9P BITUIY NyRaq Yisew


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

“edruaq yng - 1ynQ

15W UEMB[IO ] BAULEURIUEQ [1[Ep UBNIENSUSW Ymun BAEq FueqUUUA ===

¢ ( g-d BpUBLIR], ) BAUI[SE ueduap
—

dnyno %2:2_ C661 /1t @ JOWON PUBGIdAIRIPAID) YRuB[ nyny adoo o104 ¢

m ‘( 7-d PpuBMR] ) BAUI|SE UBSUD lENSAS
Eu-uzckmm:manQ eSa(] §91 & JOWON YIUA YBH YeuE] nyng Aadod oo ¢
V) (1 -d epuenal, )
ueSusp—ensas dnyno 1eRlRULaq NPTy eynquaw  uenfmasiad  Adod o104 [
n
- e - ijng — iyng
(5
usw uesBg eAuusuemepd jijep upyjEndua YNIUN BMIBG SUBQUIURJN -==-=====
& ¢ ur eieytad wepep ueideq 1peluaw dedsueip yepa) uep

2

1 xz_.:s—ﬁ_ ereyaad eAwmEFUIS JMIUN 6661 12QUIASS(T (€ UBP 6661 1quiasa(] €T

—
wEmmE.mummE yijdngg uep yyday prlen eAmnlues eayeq FuequIIUA ---—--—---
o

N ¢ | UBMEID] UBP | UBMEAL Y20 uBUOyOUWdd

E_;Bam; ynel ipep €661 1UNf OF : [eF3UBI €661 /1 - JOWON PUBGIAARIPALD
>g uedup” 1eyIp Yeal eAunfue(as uep 8861 IQUIDAON L] |[Edsuel yeluawos

d epeday upundeip J1aquiaf uarednqey] ‘YemeSSua[ UBJRWEIIY ‘uesuedioy vsaq

M

|1 Sued=“gw (p6’| SENJIS HeLpU] SEl|E Suj Sudof 2y | BUWERU SEIB 836 MEnuE(

(@))]

fuey cmmmDomEc_z 99| J0WON WHS ueduap Iensas “Jaquiaf uarednqey yemessuagp
90y ¢ ueSuedwoly BSa( 1P BRI “yrwn ueunfueg] nele 0YOJ uep yeuej
ueypieAusW ueuEMEPSd [I{EP YNINS UBYICUSQUIAWE [[[ UBMBLRL BWGER -

15q 1838qas 6661 10qUISA] 7 [E35ueL ueqemel ueyn(eSudW [|] UBMEBLD [---=-=====

< ereypad vARIq BNWAS JEARqUIDUL YMUN UBME[I] WNYNYBUIN--=-=======~ --

¢ FFun [erouuaq uep Yieq fuel

iad myens eAuyede| tedeqos edujipe-jipeas Sued uesming UBUAQUIRJN---eemmm

< pAUYIUN|3S UBME[3] UBUBME[1] YRIOUIN-———====~

VHVMHAd MOMOd WVIVA

¢ pluLaNp jedep Yepl UBMEB[2 UBUBME[ID] UBYRIBAUDIN------- -=

o=t BAUYTUN|3S [ UBMEID ] UBD [ UBMELIS], 1sdasyq BWLAUIN---—-====

TISdASMI WVIVdA

- jnyuaq 1eSeqas uesSIN uByLaqUIdW 1ede jpuLoyIa | SuBg Wil

sualepy epedey uoyow fwey ‘SEIR Ip UBYIRIN [LWEY B2 Fuek [ey-[ey ueyIESEPIOY
- 11p rrejueiad eped “1aquiaf usjedngey ueyeuRLS 101UBY “LBSIYE]
uep ueSuedwory ‘UES [MQun B ejeday ‘laquiap 1p wredan Sueja JOWEN
‘Rquar NJdNH ‘UBMERd epeday eiepiad UEp PUBPL] dndgua used ‘yerey
PlEAWIR) [[ UBMEIQ] UBP | UBMEMD] epedoy eAuusuemepad yepales [ulsyEW
1BY2p NI{EM Wejep BAUMUR) [P BUUY AN uBp uEmEA2S I “HPUBQNS I9WE|S
y2[0 1aqip ueIpnwY “Jaquiaf Ip viedoN Suepo] Jowey wamea| [enl 1p eleduas

ueSusp ueipnway Fe(sag 101BAIASUOD 1P YE[21 Fues ueuniueq uep yeuel emyeg ¢

= -t ueme|ad yueg
1p ypa1y ueyurwe(ip pAuBNWaS pIRALID) ISNY2SY2 1P BYu2Yy eAuBIBAU ‘WisYT yuey
UE SI[[IAA 9PUID) YUBE [P BAUIEYLILDS JRINS BAUISEULIOJUI SRIS3E] 1101BAJISUOD)

— 1p BNy Juek uesnyed uep ueduedwoly esag] 1p ueulwel els yeue) emyey T

——-—-1 ] UBMEBLD |,
UEp | UBMEBUD] UBMBOW UBMEJDJ BUBWE(G || UBMELDL uBp | UBMEBI]
yojo ueyesenp wefdy jESues ye[epe ipel ‘ueme[ad Suen bD eieSaN due()
ueyiEquIaFuAW YNjun YIBq 1BIWIDG YR[EPE [[ UBMEBLAL UEP [ uemea] emyeg |
:nyuaq 1eegas eAuviEIURIp ueduequiipad

msep sme G661 19QONO O ¢ [edduE UNA/6661/XA LA/ST - JOWON

1eH


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(gt

2p [-L mﬁﬁ:u 1 ) eAunse ueduop rensas dnynd [e1ajauRg ‘ypany ueuoyouuad

6661 Joquasaq [edduBuRl  JoquIaf Sueqe) [Wg uep g Adod 0104

m 4 77— -1 uep [-1 epuBuA] ) BAUL[SE uefuap 1BNsas

pIoMOULIAG IBUIUER] B UBURGIQUID] URUOHOULIRJ UEP 1IP2IY UBLR|BSEULID]

6661 WAuR ¢ (edSuena) 1aquidap SupqE) [E MEP 1BINS &doa 0104

a

(17 - T-dep 1-1 epurpa ], ) BAUI|SE ueSuap 1ensas dnynd 1e1lauULRq equISf [

S

ueue ] Uep ‘€661 PN LT |28Furpa) uRRSUALWA] BIBDY BILIAE Adooa 0104

{( 07~ T-1 uep |-L BPURMI] )

niye

ueSuap LEngas dnyno exatouLaq ‘gz - 10WON YN YBH yeue | nyng Adod 0104

- -( 61 — -1 uBp [~L EPUEMIL )

Y

f—
ueduap EN§as dnyno 1eIalaLLIag *g/  JOWON YHUA YEH YEUERL MY Adod 010
]

(g1 - 7-1 uep |-1 PpueLa] ) BAUIjSE UBSUIP

Osl

Inyna FB_EB ‘upIa[Rd BSA( ‘7L © JOWON YIUA HBH UYEuBL nyngl Adod 010

) ‘(L1 —7-1 uep [-L epuena ] ) eAuljse ueduap

o’

dnynd 1RIRIULAG (661 IUN( €0 [BFBUBLIA) BILNY (N1 UEP ISUBIMY Adoo 0104

©

i ‘(91— z-1 Uep |- BpurMa ) eAuljse ueduap

(@)

dnyna rexpULR] (661 UN[ LO [edguena) pruny| (I[N HEp ISUBMY Adoo 0104

(gl —7-1 uep [-[ epuena] ) eAul|se uedusp

dnyno re1puag ‘(661 N[ F0 |eG3uena) BLUNY (N UEP ISUBIMY Adooa o104

“(§1 —Z-L Uep [-L vpupua] ) eAuljse uedusp

dnyno majauaq ‘(661 1PN 0T (Edduena) piwny Ny Hep isueimy Adod 0104

(€1~ g-1 uep (-1 wpuTLd | ) ehuise urguop

dnyjno easjaunag ‘(661 PN TT [BEBUBLSL BN (N uep 1sugimy Adod 0104

T

1z

—

0t

61

8l

Ll

91

Sl

Pl

€l

(71 — 7-1 uep |- puens] ) eAurise uedusp
rensas dnyno resaloULaq (661 1IN 67 [EF3URLIA BNy (NN Hep isueiy Adod 0104

(11— z-1 uep |- epuena] ) eAu|se ueduap

rensas dnyna rjeuLaq (661 RN 11 [ESSuRLIO) BILUNY (1Y HEP ISuBiMY Adoo oo -

(01 — Z-L uep [-1 epuena] ) eAurjse ueduap
iensas dnyno 1e1aRULIAq (661 PN TO [edFuenal BNy (Y wep suepmy Adood 0104

‘(6 —¢-1 uep [-1 vpuena] ) eAul|sE UBSUIP

tensas dnyna teioteuniag ‘1661 (udy || [Bd5ueLR) BILINY (N Hep ISuBlMy Adoa 0109

(g — -1 uep [-|epuena] ) BAullsE ueduap

rensas dnyna 1eileuiRg ‘0661 RN T1 [ES3uRIR] BlUNY (NN Hep [SuRlimy Adoo o104

‘(L — -] Uep [-] epuBLa] ) ®BAUI[SE UBBUDP 1BNSIS
dnyno 1eimeuuag ‘0661 BN €0 [BSSuRLRL Biwuny O Uep isueiay Adod 0104

- (g - g-1uep [-L epuena] ) BAUISE UESUID

tensas  dnynd (el2ULRG (661 UNF €] [EBTUEIO) BILAY (1N LEP ISURIMY Adoo o104

*( g - g-1 uep [-] epuena]) eAUI|SE UBGUID

rensas dnynd Te1alawiaq ‘0661 AN 91 [PSTuRIA) BIUNTY (M1 MEP ISUBlMY Adoo o104

(- g-L uep|-1 Bpueua] ) eAul|SE UBSUIP

tensas dnynd 12I21DWIAG 0661 UN[ 9( [EFSULHI) BULURN (1N HEP ISUBIMY Adoa 0104

(¢ —7-] uep -] BPUBMA] ) BAUI|SE UESUDP

1ensas dnyno B1212ULAq “De6 1 1PN €0 [BSTuBLIL BN (1NN HEP ISUBIMY Adod 0104

t(g-g-Luep [-Lepuena] ) efuise
ueduap 1ensas dnynd [eraoULR ueinue| UBUIWEL UBBHSUIY BIRDY BILAE] Adoo 010

- (| —g-Luep [-] epueua] ) eiulse

uefuap tensas dnynd empULRq BsElBqQUING AD JDUPUBLIOT) UBCIDSIA] Adoo 0104

Tl

—_—

0l

en


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

J UBURME[I3] Ny euasey Y2[o uep wwindwds YepU UYB[EPE UBMB[RJ UBUEMEB[IS]

{eyid  1eFeqes ueInyUp Yepn NeUpU[ Buarey U2[0 BMmUEQ ‘FuequIIUDJN --=----=-=
—

(5 :, ereysadiaq wepep ueyinyup stuey Yeyid enwag

O
25 uaw mm ¢ LLel] udy g1 [ea5ue ‘pLe1 ¢ d1s/ N €06 ¢ JowoN Fundy yereyEN

NUdSIHAN ueSuap tensas rensas eyewr yeyud eEeqos uBINYIP YEPN [ LVIYANI

)
yajo :mv& ereyiad wepep yeyid refeqas ueinyiip HEUPU[ BAUSTUBGAS [V [MCINI

1RALLOY .@EE&% Sued poySuss Sueieq vuaIey U2[0 BMYER] ‘TUBQUIIUD -------==

(05 !
s S

a1 ( EM.%EEE Y[ ye[epe ueme[ad epeday ][ UeMBpA ] Y2jo ueyuiwelp fuek

»s yeuetCueyeresusw eiuumnnad wepep ueme[dd BMUEQ TUBQUIIUDJY ===

2

>
s SuisedBuisew ‘01IDNS OAOL € — 2 Uep ONODONAUNS ONON $id T

O

11 uep [] ] uemepa ],

D SNH WS T VAOTY NSO 'L
: 9@.:3 UBUEMEI2] UBNEFUSW YB[2]1 UBMEB[] BMYBG TUBGUIUIJN —-------=-

Q.

43 ¢ wnjeq nee ewndwas

cm?&u?cmancum yeyede  reuaSuow ueySuequiuadip  ninyep yigapa) npxad
AL Ema.w@:ﬂ. ueyFuequiadwaw WINEH Wn[3gas BAMYEQ FUBQUIURJA] ----===-==
319) ::_ﬂlu_wb L 1St yijiw ueunGueq myuaq yeuey depeiyial Isnyasys ueyeuesye[Ip
661 b@éz +0 [edfuel eped Joquiap LafaN UE[IPESUd]  BIANUEJ BIRIURID(
) ‘6661 194010 70 |B3TuR) ‘Jaquiap UABaN uB|IpESUad WINeH sijalepy uedeiauag
- ueduop ueyiSniip 1eSues SEIR Ip Jnqasia)  ( MEHpU] ) [[] UBMELRL ST I{iw
IBq uep Yyeuel Sele yes Sued pueqiaAdIpal) 1EYYILLS FueFowed 1efeqas ueme|aq
fuow efuoyod eped UBME|2{ UBUEME[IA] PRSYEWU BMUEQ ‘BUBQUUUDN ----------

 VANWMINH NVONVENILLYAd ONVINA L=

< uesnnd uoyowr

yeyid yepaq vnpay eAwnlues uep i uesmnd weep ueideq pelusw ded3ueip yejer uep
ehueped ynfunyp o uesmnd  eAwey3uts ymun Q00T PN 10 [e83up) Suisew-Fuisew

uendunsay ueynfeduaw  yeyid ye|eq enpay eAunluejes  emyeq ‘BUBQUITURJN ----=======

$ nyey yepu syeg edets yijnu
Inqasia) ueundueq uep yeuey reuajuow oy “1aquidp udedngey ‘YemeSSuaf uejeweddy
‘ueSuedwopy vsa 1p  smyasyd upeuesyejed noyiduow yewsad seS emyeq -

—-¢ ueme|aq ueSuap [eusy Yepn deid) uemepss], eied ueduap [BUY 1SYES BMYRE --mm-mm-—

CIANVMOS - TTISAVS

‘nye1 yepu isyeg edets yijiw nqasiay
qewns uep yeuel myeaduow Yepn ey saquap uaedngey ‘yemedfuap uwiEWEIIY

ueduedwory esa(q 1p  1snyesye ueeuesyead pnyifusw yewsad syeg emyeg -

—-‘uemeld ] ueSuap [euay yepn 1ded) ‘UBMEIZ ] UBTUDD [BUDY ISYBS BMYRY -----meees

CIVUAVS T TISAVS

- 1myjuaq edeqas eAuyoyod

eped ‘yedums yeaeq 1p Suisew-Suisew eduuedueiody ueyuaqudw Suek  ISYRS-ISYES
gnd ueynfefuow eseny MR[aUL [ UBME[ID |, UBP | UBMEID [ BAYRq ‘FueqUITUIN] ===~

(97 — 7-1 uep |-1 BpuBLa] ) Auljse ueSuap tensas dnyno

IBI2IDWIDG ‘00T LB S0 [eSTur) ‘UBSEH YOO LEP UBBIBAUIA JRINg Adod o104 ‘LT

X 9T—

Z-L UEp [-L epuenal ) 6661 Ung 0 [e85ue) ‘uesel ‘Yoo Uep eseny jeing Adoo 0104 ‘97
(67 — T-L URP [ - BPUBMA] ) BAUISE UBSUSD 1ENSIS dNynd 1RIR)OULAq

‘UpSB}| PRWBYOJN PWRU SEIE  1RIOSOL mIumy (J(1} PIOSSUY nuEy Adoa o104 €T
{7 — T-1 UEp |- 1 BPUBA], ) BAUNSE UBSU2P 1ENS3S dNyno 1RIRlULIAq

‘9661 1B 61 |eSSuens) anwi emer 1§5uy] ueppeiuad uep jeing Adoa o104 HT


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

